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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah
melimpahkan rahmat, taufig dan hidayah-Nya kepada kami, sehingga Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Jombang Tahun 2025 ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK|jIP) Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Jombang Tahun 2025 ini disusun sebagai laporan pertanggungjawaban
kepada Kepala Daerah dan kepada masyarakat atas pelaksanaan program dan
kegiatan selama satu tahun Anggaran 2025. Dokumen ini memuat informasi tentang
pelaksanaan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun
anggaran 2025. Sesuai dengan kedudukan Dinas Komunikasi dan Informatika yang
mempunyai tugas pokok dan fungsi serta tanggungjawab sebagai pelaksana urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi dan
informatika, bidang statistik dan bidang persandian Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Jombang mendukung Tujuan Renstra Kabupaten Jombang
Tahun 2025-2029 yaitu tujuan ke- (5) yaitu “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan
yang Efektif dan Efisien Berbasis Digital”, sedangkan Tujuan Dinas Komunikasi dan
Informatika Tahun 2025 yaitu : “Meningkatkan transformasi digital dan keterbukaan
informasi publik”.

Laporan Kinerja ini merupakan laporan kinerja dari Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Jombang selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan
program dan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang.
Laporan ini sangat dibutuhkan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja
pemerintahan dan pembangunan. Dengan demikian semoga kebutuhan tersebut
dapat terpenuhi dengan adanya laporan ini.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
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Jombang, 15 Januari 2026
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
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Dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan agar berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab
serta sebagai upaya untuk mewujudkan good governance perlu membentuk suatu
siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilaksanakan secara terus
menerus. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Maka seluruh instansi pemerintah
baik pemerintah pusat maupun daerah diwajibkan untuk melaksanakan
akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggung jawaban instansi pemerintah
dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi. Tujuan dari dilaksanakan
sistem pertanggung jawaban (akuntabilitas) kinerja adalah dalam rangka
mewujudkan pemerintah yang baik dan terpercaya.

Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan
sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate sehingga tercipta
pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan public goods and services
sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat responsif, demokratis,
memberdayakan masyarakat partisipatif, bersin dan bebas korupsi serta
berorientasi pada sistem dan mekanisme pasar.

Terselenggaranya good governance (pemerintahan yang baik) merupakan
prasyarat utama dalam mewujudkan aspirasi masyarakat untuk mencapai tujuan
dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka implementasinya diperlukan
pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban (akuntabilitas) yang
jelas, tepat dan nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Melaksanakan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dari
keseluruhan pelaksanaan tugas-tugas menyusun perencanaan strategis yang
memuat visi dan misi organisasi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai serta
strategis pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN

LKJiP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang merupakan
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salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi OPD

selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran

strategis instansi. Penyusunan LKJiP juga menjadi alat kendali untuk mendorong

peningkatan kinerja setiap unit organisasi. Tujuan penyusunan LKJiP yaitu :

1.

10.

11.

Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas
kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi Pemerintah untuk

meningkatkan kinerjanya.

LANDASAN HUKUM

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instandi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah  Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kepada Masyarakat;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
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12.

13.

14.

15.

16.

Kinerja Instansi Pemerintah;

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 20014 tentang Percepatan Pemberantasan
Korupsi;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20016 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Bupati 37 Tahun 2025 Tentang Peraturan Atas Peraturan Bupati
Jombang Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang;

Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 76 Tahun 2021 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang.

1.3 TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang merupakan
salah satu unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah yang meliputi
Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian.
Hal ini berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 76 Tahun 2021.

Dinas Komunikasi dan Informatika Jombang mempunyai kewenangan
dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi
dan pelaporan, pelaksanaan administrasi, penyelenggaraan fungsi-fungsi
pelaksana urusan pemerintahan daerah, pembinaan penyelenggaraan
fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi
dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan
fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di

bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.
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Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Jombang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1.

Perumusan kebijakan di bidang hubungan masyarakat komunikasi dan
informatika, bidang statistik dan bidang persandian;

Pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan masyarakat komunikasi dan
informatika, bidang statistik dan bidang persandian;

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan masyarakat
komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika;
Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintah daerah
dibidang hubungan masyarakat komunikasi dan informatika, bidang
statistik dan bidang persandian;

Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan
pemerintahan daerah di bidang hubungan masyarakat komunikasi dan

informatika, bidang statistik dan bidang persandian; dan

Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya

1.4 STRUKTUR ORGANISASI
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Dalam menjalankan peran stategis di atas, maka Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Jombang mempunyai susunan organisasi yang terdiri :
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Keuangan dan Aset;

c. Jabatan Fungsional

- Perencana Ahli Muda
3. Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik
a. Jabatan fungsional
- Pranata Hubungan Masyarakat
4. Bidang Aplikasi Informatika
a. Jabatan Fungsional
- Pranata Komputer
5. Bidang Statistik dan Persandian
a. Jabatan Fungsional
- Statististisi
- Sandiman
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang memiliki komposisi pegawai
sebagai berikut :

- Pejabat eselon I : 1 orang
- Pejabat eselon 11 : 5 orang
- Pejabat eselon IV : 2 orang
- Fungsional . 7 orang
- Pelaksana (ASN dan Non ASN) : 20 orang
- PPPK Paruh Waktu : 9 orang
- Tenaga Ahli Programmer + Statisti  : 6 orang
- Tenaga Call Center 112 : 8 orang

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang mempunyai susunan
organisasi yang terdiri :

1. Sekretariat, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas
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Komunikasi dan Informatika dalam merencanakan, melaksanakan,
mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum,
kepegawaian, keuangan dan aset, penyusunan program dan evaluasi. Untuk
melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretariat mempunyai fungsi :

. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;

. Pengelolaan administrasi kepegawaian;

a

b

c. Pengelolaan administrasi keuangan;

d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;

e. Pengelolaan urusan rumah tangga;

f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran, dan perundang-

undangan;

g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;

h. Pengelolaan kearsipan;

i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana; dan

j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika.

Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang

pengelolaan komunikasi publik, pengelolaan informasi publik dan bidang
hubungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas:

a. Perumusan kebijakan di bidang penyediaan konten lintas sektoral, bidang
hubungan masyarakat dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan
kapasitas sumber daya komunikasi publik, penyediaan akses informasi,
pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk
mendukung kebijakan nasional dan daerah, serta pelayanan informasi
kebijakan Pemerintah Daerah dan Informasi Publik;

b. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan
konten lintas sektoral, bidang hubungan masyarakat dan pengelolaan media
komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik,
penyediaan akses informasi, pengelolan opini dan aspirasi publik,

pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan daerah,
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serta pelayanan informasi publik;

c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan konten
lintas sektoral, bidang hubungan masyarakat dan pengelolaan media
komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik,
penyediaan akses informasi, pengelolaan opini dan aspirasi publik,
pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan daerah,
serta pelayanan informasi kebijakan Pemerintah Daerah dan Informasi
Publik;

d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan konten lintas
sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas
sumber daya komunikasi publik, penyediaan akses informasi, pengelolaan
opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan
nasional dan daerah, serta pelayaanan informasi publik;

e. Penyiapan infromasi dan komunikasi serta pelaksanaan kegiatan pembinaan
terhadap kelompok komunikasi sosial masyarakat;

f. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pelayanan dan penyampaian
informasi melalui penerbitan (media cetak) radio, televisi dan film;

g. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan program
dan kegiatan penyampaian informasi dan komunikasi dengan media
informasi baik pada Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Daerah
lembaran pers daerah, maupun unsur masyarakat umum;

h. Penyiapan data dan pelaksanaan kegiatan liputan, pemberitaan,
pengumpulan informasi dan pendokumentasian serta komunikasi;

i. Penyelenggaraan penyiaran melalui radio Pemerintah Daerah;

J. Pelaksanaan hak jawab dan hak koreksi serta pelaporan segala bentuk
media informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

k. Pelaksanaan tugas sebagai juru bicara Pemerintah Daerabh;

I. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika

Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian

tugas Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang infrastruktur, teknologi
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a.

informasi dan komunikasi, pengembangan aplikasi, ekosistem dan tata kelola

e-Government mempunyai fungsi :

a.

Perumusan kebijakan di bidang infrastruktur,teknologi informasi dan
komunikasi, pengembangan aplikasi, ekosistem dan tata kelola e-

Government;

Pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur, teknologi informasi dan
komunikasi, pengembangan aplikasi, ekosistem dan tata kelola e-

Government;

Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang infrastruktur,
teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan aplikasi, ekosistem dan

tata kelola e-Government;

. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur, teknologi

informasi dan komunikasi, pengembangan aplikasi, ekosistem dan tata kelola
e-Government;
Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur, teknologi
informasi dan komunikasi, pengembangan aplikasi, ekosistem dan tata kelola
e-Government;
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi

dan Informatika.

Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas pokok melaksanakan

sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang statistik dan

persandian untuk keamanan informasi mempunyai fungsi :

Perumusan kebijakan di bidang statistik dan persandian untuk
pengamanan informasi;

Pelaksanaan kebijakan di bidang statistik dan persandian untuk
pengamanan informasi;

Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di
bidang statistik dan persandiaan untuk pengamanan informasi;
Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang statistik dan
persandian untuk pengamanan informasi;

Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang statistik dan
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f.

persandian untuk pengamanan informasi;
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan

Informatika

1.5 I1SU STRATEGIS ORGANISASI

Isu-isu strategis dalam Meningkatkan transformasi digital dan keterbukaan

informasi publik yang akan dihadapi pada rentang waktu 2025 - 2029 antara lain :

. Isu Strategis dibidang Humas dan Komunikasi Publik

a. Sosialisasi kepada media tentang pemberitaan seimbang;

Masih adanya berita yang tendensius sehingga berita yang disampaikan
oleh media masih dengan kecenderungan atau keberpihakan tertentu,
sehingga tidak netral dan tidak sepenuhnya objektif oleh karena itu perlu
dilaksanakan Sosialisasi kepada media tentang pemberitaan seimbang.
Kegiatan yang dilaksanakan vyaitu Mempererat hubungan dan
membangun komunikasi dua arah antara Pemerintah Kabupaten

Jombang dengan media melalui kegiatan audiensi dengan media;

. Agenda setting humas berfokus kepada publikasi program prioritas

Pemerintah Kabupaten Jombang;

Agenda setting adalah upaya mengatur atau menentukan isu apa yang
dianggap penting oleh publik melalui media dan komunikasi. Humas
secara strategis menentukan isu atau topik yang akan lebih sering dan
lebih kuat disampaikan ke publik, dengan tujuan agar masyarakat
memberikan perhatian utama pada program-program prioritas Pemkab
Jombang. Informasi tersebut dipublikasikan secara konsisten melalui
media massa, media sosial, siaran pers, dan kanal komunikasi lainnya
seperti website dan radio. Tujuannya agar masyarakat memahami,
mendukung, dan memberi perhatian pada program Pemerintah Kabupaten
Jombang.

Dalam kegiatan Penyebarluasan Informasi dengan Media Elektronik
dalam bentuk dialog interaktif dan sosialisasi melalui radio, website, media

social dan iklan layanan masyarakat. Sementara media luar ruang dalam
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bentuk Videotron, Baliho, Spanduk, Backdrop dan Umbul-Umbul. Serta
kegiatan pemberitaan/penyebarluasan informasi dikelola oleh Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang melalui website
jombangkab.go.id.

c. Peningkatan kapasitas SDM Kehumasan di Perangkat Daerah agar lebih
optimal dalam menyesuaikan perkembangan digital;
Kondisi saat ini belum semua Perangkat Daerah memanfaatkan media
sosial dalam mempublikasikan kegiatan. Oleh karena itu perlu adanya
peningkatan kapasitas SDM Kehumasan di Perangkat Daerah agar lebih
optimal dalam menyesuaikan perkembangan digital. Kegiatan yang
dilaksanakan dalam bentuk Penguatan Kapasita Tim Pengelola Website
dan Media Sosial Resmi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab
Jombang dengan harapan mendukung keterbukaan informasi publik,
meningkatkan efektivitas penyampaian informasi yang konstruktif terkait
pelaksanaan program kerja dan kinerja OPD melalui optimalisasi platform
digital yang tersedia.

d. Penguatan peran PPID pembantu yang ada disetiap OPD;

Permasalahan saat ini Pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di masing-masing
Perangkat Daerah belum berjalan secara maksimal sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik.
Belum optimalnya kinerja PPID Pembantu di setiap Perangkat Daerah
berdampak pada belum maksimalnya implementasi keterbukaan informasi
publik di lingkungan Pemerintah Daerah. Pelaksanaan fungsi PPID
Pembantu pada masing-masing Perangkat Daerah masih perlu
ditingkatkan, terutama dalam aspek pengelolaan dokumentasi, pelayanan
informasi publik, serta pemutakhiran Daftar Informasi Publik secara
berkala. Untuk itu perlu adanya pelaksanaan Workshop PPID untuk
pemahaman pentingnya peran PPID dalam mewujudkan Keterbukaan
Informasi Publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). “Badan publik wajib membuka
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informasi terkait institusi, kebijakan, kegiatan, hingga penggunaan
anggaran sebagai dasar pemahaman regulasi, klasifikasi informasi publik
yang bersifat informasi berkala, setiap saat maupun serta merta dan uji
konsekuensi informasi yang dikecualikan kepada PPID pembantu.

e. Sosialisasi SP4N LAPOR
Belum semua masyarakat memanfaatkan SPAN LAPOR untuk pengaduan
pelayanan publik. Untuk itu perlu adanya sosialisasi aplikasi SP4N-LAPOR!
sebagai pusat pengelolaan pengaduan pelayanan publik terintegrasi.
Sosialisasi dilaksanakan berbagai elemen masyarakat, termasuk pesantren
dan kampus, untuk meningkatkan kualitas layanan, kecepatan respons,
dan transparansi aduan, baik terkait Pemkab Jombang maupun pusat.

2. Isu Strategis dibidang Aplikasi dan Informatika

a. Masih rendahnya infrastruktur jaringan intra teknologi informasi dan
komunikasi;
Kondisi saat ini cakupan jaringan internet Pemkab Jombang pada seluruh
perangkat daerah telah terkoneksi namun terdapat beberapa perangkat
daerah mengalami koneksi lambat atau tidak stabil pada beberapa titik dan
Wifi Publik Desa telah terkoneksi, namun beberapa titik masih tidak stabil.
Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor Keterbatasan anggaran untuk
perluasan jaringan fiber optik dan Topografi/geografi wilayah yang
menyulitkan pemasangan infrastruktur.
Oleh karena itu perlu adanya penguatan konektivitas jaringan broadband
dengan monitoring dan evaluasi koneksi lambat dan stabil serta
Kerjasama pengadaan vendor internet berkecepatan tinggi yang bisa
menjangkau seluruh Kabupaten Jombang.

b. Masih rendahnya infrastruktur pusat data teknologi informasi dan
komunikasi;
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang memiliki
pusat data, namun masih dalam kapasitas terbatas (kapasitas
penyimpanan, redundansi, dan backup belum optimal), selain itu

Belum semua OPD memigrasikan data atau sistem ke pusat data
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yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Jombang dikarenakan faktor belum adanya kepercayaan pada perangkat
daerah terhadap sistem keamanan pada ruang server.

Untuk meningkatkan infrastruktur pusat data teknologi informasi dan
komunikasi perlu adanya penambahan infrastruktur server, berlangganan
cloud yang menyesuaikan kebutuhan pusat data pada setiap perangkat
daerah yang ditempatkan secara terpusat. Selain itu perlu adanya
penguatan regulasi terkait pusat data di Pemerintah Kabupaten Jombang
dan perlu adanya monitoring pusat data secara realtime..

c. Belum terintegrasinya sistem aplikasi SPBE antar perangkat daerah;
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan
penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi
dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
Kondisi saat ini tidak semua aplikasi terintegrasi, menyebabkan duplikasi
data dan proses kerja yang tidak efisien. Oleh karena itu perlu adanya
sistem pengawasan dan evaluasi penggunaan aplikasi dan
Pengembangan aplikasi belum sesuai arsitektur SPBE. Untuk memastikan
pelaksanaannya menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka
Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.

d. Penguatan kualitas layanan kedaruratan 112 yang terintegrasi;

Layanan darurat 112 yang dikelola oleh Diskominfo Kabupaten Jombang
membutuhkan peningkatan kualitas agar dapat merespons keluhan,
laporan, dan situasi darurat secara cepat, tepat, dan terkoordinasi dengan
berbagai instansi terkait (kepolisian, pemadam kebakaran, rumah sakit,
BPBD, dll.). Integrasi antar sistem dan antar perangkat daerah masih perlu
diperkuat. Selain itu layanan kedaruratan 112 belum dimanfaatkan secara
optimal oleh masyarakat.

Penguatan kualitas layanan kedaruratan 112 dengan Strategi yang
mencakup pengembangan infrastruktur TIK, peningkatan kapasitas SDM
operator, standarisasi SOP, integrasi lintas instansi, monitoring

berkelanjutan, dan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan
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respons, koordinasi, dan kualitas layanan darurat di Kabupaten Jombang,
selain itu perlu adanya edukasi kepada penggunaan layanan 112
dilaksanakan melalui media sosial, website Pemkab, radio, dan
kecamatan di seluruh Kabupaten Jombang

3. Isu Strategis dibidang Statistik dan Persandian

a. Penyusunan dan pelaksanaan sistem keamanan data;

Ancaman serangan siber terhadap sistem pemerintahan semakin
meningkat, seperti peretasan, ransomware, dan kebocoran data. Hal
tersebut dikarenakan minimnya tingkat kematangan keamanan informasi
di sebagian besar Perangkat Daerah. Padahal dengan meningkatnya
digitalisasi layanan publik melalui SPBE, ketahanan siber menjadi elemen
kunci dalam melindungi data pemerintah dan masyarakat. Dalam hal
infratruktur digital, Dinas Komunikasi dan Informatika Jombang memiliki
pengamanan berupa lisensi, firewall dan server backup data with self
encription protection. Dalam hal persandian dan keamanan informasi juga
diperkuat dengan peralatan dan pengamanan informasi mobile yang bisa
digunakan lebih mudah

Terbatasnya kesadaran SDM mengenai ancaman siber dan pentingnya
keamanan informasi, serta minimnya tenaga ahli dibidang keamanan siber
di Pemerintaj Kabupaten Jombang. Untuk itu perlu dilakukan penguatan
literasi keamanan siber bagi pegawai pemerintahan sangat penting untuk
mencegah serangan siber akibat kelalaian manusia.

. Keterbatasan Kapasitas SDM dalam Analisis Data dan Kualitas Data yang
Tidak Memadai;

Kurangnya tenaga ahli statistik dan analisis data dilingkungan
pemerintahan daerah serta terbatasnya pemahaman perangkat daerah
tentang pentingnya tata kelola data yang baik. Padahal dalam rangka
mendukung Satu Data Jombang sangat dibutuhkan SDM yang memiliki
keterampilan dibidang pengelolaan dan analisis data.

Oleh karena itu Diskominfo Kabupaten Jombang berupaya untuk

melaksanakan Sosialisasi peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan
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data statistik sehingga dapat meningkatkan kualitas data statistik sektoral
di Kabupaten Jombang.

c. Belum terintegrasinya sistem aplikasi yang menghasilkan data sehingga
tidak bisa menyajikan data secara realtime.
Belum optimalnya integrasi data antar perangkat daerah Data yang
terpublikasi sudah tervalidasi dan memiliki metadata
standar sehingga masih ditemukan data yang tidak konsisten, tidak
sinkron antar-OPD, dan tidak memiliki metadata.
Satu Data Jombang bertujuan untuk menyelaraskan data sektoral guna
mendukung efisiensi kebijakan dan pembangunan berbasis data. Langkah
yang diambil yaitu penguatan regulasi dan kebijakan daerah terkait
standarisasi dan interoperabilitas data antar perangkat daerah,
meningkatkan koordinasi lintas sector melalui forum data daerah dan
pemanfaatan aplikasi sambang.jombangkab.go.id dengan fitur-fitur yang

user friendly.

1. 6 CASCADING KINERJA
Tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025 - 2029 ditindaklanjuti kedalam
tujuan dan sasaran Dinas Kominfo Kabupaten Jombang dalam waktu lima tahun
kedepan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan
perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Kominfo Jombang. Pada

Dokumen RPJMD Kabupaten Jombang Dinas Kominfo mendukung :

1. Misi 5 RPJMD : Menghadirkan Tranformasi Tata Kelola Pemerintahan
yang Terbuka dan Kolaboratif

2. Tujuan 5 RPJMD : Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi PD yang bersih
dan efektif

3. Sasaran 11 RPJMD : Terwujudnya Transformasi Birokrasi Berbasis
Digital
Cascading adalah proses manajemen kinerja organisasi dan bagaimana cara

melakukannya. Diskominfo Kabupaten Jombang memiliki skema sebagai berikut :
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Keterkaitan RPIJMD Kabupaten Jombang dengan Renstra Dinas
Kominfo Tahun 2025-2029

Misi 3 :

Menghadirkan Tranformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan

Kolaboratif

Tujuan RPJMD :
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi PD

yang bersih dan efektif

Tujuan PD:
Meningkatkan transformasi digital dan

keterbukaan informasi publik

Sasaran RPJMD :

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Sasaran Strategis PD:

Optimalisasi Layanan Digital

Birokrasi Pemerintah
Optimalisasi Pengelolaan Komunikasi
dan Informasi Publik
Optimalnya data statistik sektoral
Optimalnya penyelenggaraan
persandian untuk keamanan informasi
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi
yang Bersih dan Efektif

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun 2025 — 2029

Tujuan : Indikator Tujuan :

Meningkatkan transformasi Indeks SPBE/Indeks

digital dan keterbukaan Pemerintah Digital

informasi publik

Sasaran Indikator Sasaran Strategis

Optimalisasi Layanan Digital Indeks Layanan Digital

Pemerintah

Optimalisasi Pengelolaan 1. Tingkat tindak lanjut
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Komunikasi dan Informasi
Publik

pengaduan
(LAPOR) vyang sudah
diselesaikan

Masyarakat

2. Tingkat Penyebarluasan

Informasi ke Masyarakat

Optimalnya  data  statistik

sektoral

Indeks Pembangunan Statistik

Optimalnya penyelenggaraan
persandian untuk keamanan

informasi

Indeks KAMI

Terwujudnya Tata Kelola
Birokrasi yang Bersih dan
Efektif

Indeks Reformasi Birokrasi

Perangkat Daerah
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BAB I
PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025
Dinas Komunikasi dan Informat ika Kabupaten Jombang




Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan
penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran,
strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program
perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka
pendanaan indikatif untuk jangka waktu 5 tahun yang disusun dengan berpedoman
RPJPD dan RPJMN. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Jombang 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program
kepala daerah terpilih yang dilantik pada 20 Februari 2025,

Selanjutnya Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan,
sasaran dan strategi yang terdiri dari kebijakan dan program serta ukuran
keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Dinas Komunikasi dan
Informatika merupakan Satuan Kerja yang landasan pelaksanaan kegiatannya
berlandaskan pada RPJMD Tahun 2025-2029. Dalam rangka
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui penerapan
sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menetapkan Rencana Strategis yang

sesuai dengan Tujuan, Sasaran dan Strategi tahun 2025-2029.

RENCANA KERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai
penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana
Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai
kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan
agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi
instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Didalam Rencana Kinerja
ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang
ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi
dan Informatika tahun 2025.

Indikator Tujuan pada PK awal dengan PK Perubahan Dinas Komunikasi dan
Informatika terdapat perubahan berdasarkan sasaran RPD 2024-2026 dan RPIJMD
2025-2029 sehingga  terdapat penyesuaian, pada perjanjian kinerja awal

berdasarkan sasaran dari RPD 2024-2026 yaitu “Meningkatnya Akuntabilitas dan
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Kinerja Birokrasi” dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten menjadi
mendukung tujuan RPJIJMD 2025-2029 yaitu “Terwujudnya Transformasi Birokrasi
Berbasis Digital” dengan indikator Indeks SPBE.

Dalam hal target, definisi, formulasi perhitungan, dan sumber data maka tujuan dan

sasaran indikator tersebut terdapat penyesuaian sebagai beikut :

PK AWAL (RPD) TAHUN 2025

Tujuan/Sasaran A Indikator Target
TUJUAN
Meningkatnya Akuntabilitas | 1 | Indeks Reformasi Birokrasi 72
dan Kinerja Birokrasi Kabupaten
SASARAN :
Meningkatnya Akuntabilitas | 1. | Indeks Pengelolaan | 67 (sedang)
dan Kinerja Birokrasi Informasi
Melalui Kualitas Pelayanan dan Komunikasi Publik (I-
Informasi dan Komunikasi PIKP)
Publik 2 | Indeks Kematangan Level 3
Teknologi
Informasi dan Komunikasi
(IKTIK)
3 | Indeks SPBE terkait 2.88
layanan komunikasi dan | (terkelola)
Informatika
4 | Indeks Pembangunan 2.5
Statistik (terkelola)
(IPS)
5 | Indeks Keamanan | 620 (tinggi)
Informasi 620  (tinggi)
(KAMI
6 | Nilai Evaluasi AKIP PD 80.10
PK PERUBAHAN (RPJMD) TAHUN 2025
Tujuan/Sasaran \ Indikator | Target
No | TUJUAN :
1 | Meningkatkan 1. |Indeks SPBE/Pemerintah 4.10
Transformasi  Digital Digital
dan Keterbukaan
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Tujuan/Sasaran Indikator Target
Informasi Publik

No | SASARAN :

1 | Optimalisasi Layanan Indeks Layanan Digital 9.4%
Digital Pemerintah

2 | Optimalisasi Tingkat tindak lanjut 100%
Pengelolaan pengaduan masyarakat
Komunikasi dan (LAPOR) yang sudah
Informasi Publik diselesaikan

Tingkat Penyebarluasan 100%
Informasi ke Masyarakat

4 | Optimalnya data Indeks Pembangunan 2,5
statistik sektoral Statistik

5 | Optimalnya Indeks KAMI 640
penyelenggaraan
persandian untuk
keamanan informasi

6 | Terwujudnya Tata Indeks Reformasi Birokrasi 80,10
Kelola Birokrasi yang Perangkat Daerah
Bersih dan Efektif

RENCANA KERJA

Kegiatan-kegiatan Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten

Jombang dilengkapi dengan indikasi pendanaan yang semuanya bersumber

pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun

2025 sebagai berikut : Anggaran setelah perubahan :

Rp. 24,340,787,745

(Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus Delapan
Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Rupiah)

tahun 2025 ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan selama

Daerah

Kabupaten/Kota

No Program Anggaran Keterangan
Program Penunjang Rp 11.170.531.957,00 APBD
1 Urusan Pemerintah
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Program Pengelolaan | Rp 3.465.713.750,00

2 Informasi dan Komunikasi APBD, DBHCHT
Publik
Program Pengelolaan | Rp 7.636.502.065,00

3 APBD

Aplikasi Informatika

Program Penyelenggaraan | Rp 1.345.374.148,00
4 APBD
Statistik Sektoral

Program Penyelenggaraan | Rp 722.665.825,00
5 Persandian Untuk APBD

Pengamanan Informasi

1 | Terwujud | PROGRAM Persentase % 100 | 11.170.531.957
nya Tata PENUNJANG rata-rata
Kelola URUSAN capaian
Birokrasi | PEMERINTAHAN | kinerja
yang DAERAH aparatur
Bersih KABUPATEN/KO
dan TA
Efektif Perencanaan, Persentase % 100 38.851.000
Penganggaran, dokumen
dan Evaluasi perencanaa
Kinerja Perangkat | n,
Daerah penganggar
an dan
evaluasi
kinerja PD
yang
tersusun
sesuai
aturan
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Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Perangkat Daerah

Jumlah
Dokumen

Perencanaa
n Perangkat
Daerah

Dokumen

17.727.000

Koordinasi dan
Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Jumlah
Laporan
Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar
Realisasi
Kinerja
SKPD dan
Laporan
Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Laporan
Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar
Realisasi
Kinerja
SKPD

Laporan

21.124.000

Administrasi
Keuangan
Perangkat Daerah

Persentase
pencairan
gaji dan
tunjangan
ASN yang
tepat waktu

orang/bulan

32

5.899.622.044

Penyediaan Gaji
dan Tunjangan
ASN

Jumlah
Orang yang
Menerima
Gaji dan
Tunjangan
ASN

Orang/bulan

32

5.715.508.044
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Pelaksanaan Jumlah Dokumen 4 181.754.000
Penatausahaan Dokumen
dan Penatausah
Pengujian/Verifika | aan dan
si Keuangan Pengujian/V
SKPD erifikasi
Keuangan
SKPD
Koordinasi dan Jumlah Laporan 1 2.360.000
Penyusunan Laporan
Laporan Keuangan | Keuangan
Akhir Tahun SKPD | Akhir Tahun
SKPD dan
Laporan
Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Akhir Tahun
SKPD
Pengadaan Jumlah Paket 0 0
Pakaian Dinas Paket
beserta Atribut Pakaian
Kelengkapannya Dinas
beserta
Atribut
Kelengkapa
n
Administrasi Persentase % 100 455.471.818
Umum Perangkat | pemenuhan
Daerah pelayanan
administrasi
perkantoran
Penyediaan Jumlah Paket 12 13.819.800
Komponen Paket
Instalasi Komponen
Listrik/Penerangan | Instalasi
Bangunan Kantor | Listrik/Pener
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angan
Bangunan
Kantor yang
Disediakan

Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor

Jumlah
Paket
Peralatan
dan
Perlengkap
an Kantor
yang
Disediakan

Paket

12

62.088.578

Penyediaan Bahan
Logistik Kantor

Jumlah
Paket
Bahan
Logistik
Kantor yang
Disediakan

Paket

132.778.400

Penyediaan
Barang Cetakan
dan Penggandaan

Jumlah
Paket
Barang
Cetakan
dan
Pengganda
an yang
Disediakan

Paket

46.080.440

Penyediaan Bahan
Bacaan dan
Peraturan
Perundang-
undangan

Jumlah
Dokumen
Bahan
Bacaan dan
Peraturan
Perundang-
Undangan
yang
Disediakan

Dokumen

12.612.000
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Penyelenggaraan | Jumlah Laporan 5 188.092.600
Rapat Koordinasi | Laporan
dan Konsultasi Penyelengg
SKPD araan Rapat
Koordinasi
dan
Konsultasi
SKPD
Penyediaan Jasa | Persentase % 100 821.390.900
Penunjang Urusan | Pemenuhan
Pemerintahan Penunjang
Daerah Urusan
Pemerintah
Daerah
Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan 12 404.920.000
Komunikasi, Laporan
Sumber Daya Air Penyediaan
dan Listrik Jasa
Komunikasi,
Sumber
Daya Air
dan Listrik
yang
Disediakan
Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan 12 416.470.900
Pelayanan Umum | Laporan
Kantor Penyediaan
Jasa
Pelayanan
Umum
Kantor yang
Disediakan
Pemeliharaan Persentase % 100 3.955.196.195
Barang Milik barang milik
Daerah Penunjang | daerah
Urusan dalam
Pemerintahan kondisi baik
Daerah
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Penyediaan Jasa | Jumlah Unit 1 47.540.000
Pemeliharaan, Kendaraan
Biaya Perorangan
Pemeliharaan, dan | Dinas atau
Pajak Kendaraan Kendaraan
Perorangan Dinas | Dinas
atau Kendaraan Jabatan
Dinas Jabatan yang
Dipelihara
dan
dibayarkan
Pajaknya
Penyediaan Jasa | Jumlah Unit 17 220.100.000
Pemeliharaan, Kendaraan
Biaya Dinas
Pemeliharaan, Operasional
Pajak dan atau
Perizinan Lapangan
Kendaraan Dinas | yang
Operasional atau Dipelihara
Lapangan dan
dibayarkan
Pajak dan
Perizinanny
a
Pemeliharaan/Reh | Jumlah Unit 2 187.837.000
abilitasi Gedung Gedung
Kantor dan Kantor dan
Bangunan Lainnya | Bangunan
Lainnya
yang
Dipelihara/D
irehabilitasi
Pemeliharaan/Reh | Jumlah Unit 63 3.499.719.195
abilitasi Sarana Sarana dan
dan Prasarana Prasarana
Gedung Kantor Gedung
atau Bangunan Kantor atau
Lainnya Bangunan
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Lainnya
yang
Dipelihara/D
irehabilitasi

Optimalis
asi
Pengelola
an
Komunika
si dan
Informasi
Publik

PROGRAM
PENGELOLAAN
INFORMASI DAN
KOMUNIKASI
PUBLIK

Persentase
Perangkat
Daerah
yang telah
memiliki
layanan
informasi

%

10

3.465.713.750

Pengelolaan
Informasi dan
Komunikasi Publik
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota

Persentase
masyarakat
dan PD
yang
menjadi
sasaran
penyebaran
informasi
publik

%

3.4

3.465.713.750

Relasi Media

Jumlah
aktivitas
relasi media
kepada
media yang
memenuhi
kriteria
sebagai
berikut: 1.
terverifikasi
dewan pers,
dan 2.
terdaftar di
Dinas
Kominfo,
dan 3. aktif
dalam

Laporan

2.600.165.780
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kegiatan
relasi media

Sosialisasi

Peraturan Bidang

Informasi dan

Komunikasi Publik

Persentase
khalayak
sasaran
yang
terpapar
informasi
terkait
peraturan
bidang
informasi
dan
komunikasi
publik

Persentase

100

146.174.190

Diseminasi
Informasi

Persentase
khalayak
yang
terpapar
informasi
publik

Persentase

100

719.373.780

Optimalis
asi
Layanan
Digital
Pemerinta
h

PROGRAM
PENGELOLAAN
APLIKASI
INFORMATIKA

Persentase
penyelengg
araan
layanan
pemerintah
an dan
layanan
publik
berbasis
elektronik

%

100

7.636.502.065
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Pengelolaan Nama | Jumlah PD Perangkat 53 76.771.920
Domain yang yang
Telah Ditetapkan terkoneksi
oleh Pemerintah jaringan
Pusat dan Sub intra
Domain di Lingkup
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Nama | Jumlah Dokumen 1 76.771.920
Domain dan Sub Dokumen
Domain Pengelolaan
Penyelenggaraan | Nama
Pemerintah Domain dan
Daerah dan Sub Domain
Pengelolaan Nama | Pemerintah
Domain Daerah
Pemerintah Desa | serta
Domain
Pemerintah
Desa
Pengelolaan E- Jumlah Aplikasi 2 7.559.730.145
government di aplikasi
Lingkup layanan
Pemerintah pemerintaha
Daerah n dan
Kabupaten/Kota layanan
publik yang
terintegrasi
Koordinasi Jumlah Aplikasi 10 602.556.000
Pemanfaatan Aplikasi
Pusat Data SPBE
Nasional Pemerintah
Daerah
yang sudah
ditempatkan
di Pusat
Data
Nasional
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Fasilitasi Jumlah Laporan 1 294.199.145
penyelenggaraan | laporan
SPBE di hasil
lingkungan Pemda | fasilitasi
penyelengg
araan SPBE
di
lingkungan
Pemda
Pembangunan Jumlah Aplikasi 10 706.997.500
dan/atau aplikasi
Pengembangan khusus
Aplikasi Khusus yang
yang sesuai dibangun
dengan arsitektur | dan/atau
dan peta rencana | dikembangk
SPBE pemerintah | an sesuai
daerah arsitektur
dan peta
rencana
SPBE
pemerintah
daerah
Penyelenggaraan | Jumlah Aplikasi 2 84.650.000
Sistem Aplikasi
Penghubung SPBE yang
Layanan terhubung
Pemerintah dengan
Daerah Sistem
Penghubun
g Layanan
Pemerintah
Daerah
Penyelenggaraan | Jumlah Perangkat | 53 837.870.000
Jaringan Intra perangkat
Pemerintah daerah di
Daerah Kab/Kota | pemerintah
Kab/Kota
yang
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terhubung

dengan
Jaringan
Intra
Pemerintah
Daerah
Kab/Kota
Implementasi Jumlah Program 1 2.663.670.000
Inovasi Program implementa
Kota Cerdas si Inovasi
sesuai dengan Program
Masterplan Kota Cerdas
Kabupaten atau sesuai
Kota Cerdas dengan
Masterplan
Kabupaten/
Kota Cerdas
Koordinasi Jumlah Aplikasi 4 69.787.500
pemanfaatan Aplikasi
Aplikasi Umum Umum yang
SPBE telah
dimanfaatka
n
Penyediaan Akses | Jumlah Perangkat | 53 2.300.000.000
Internet untuk Perangkat
Perangkat Daerah | Daerah
dalam rangka yang
penyelenggaraan | memanfaatk
SPBE an akses
internet
yang
disediakan
oleh Dinas
Optimalny | PROGRAM Persentase % 100 1.345.374.148
a Data PENYELENGGAR | data
Statistik AAN STATISTIK Sektoral
Sektoral SEKTORAL yang
dipublikasi
kan
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Penyelenggaraan | Jumlah data data 28 1.345.374.148
Statistik Sektoral di | statistik
Lingkup Daerah sektoral
Kabupaten/Kota yang
digunakan
dalam portal
satu data
Peningkatan Peran | Persentase Persentase | 70 141.350.500
Statistik Sektoral Perangkat
terhadap Sistem Daerah
Statistik Nasional | yang
menggunak
an data
Statistik
untuk
Perencanaa
n,
Monitoring,
dan
Evaluasi
Pembangun
an dan/atau
Penyusunan
Kebijakan
Peningkatan Persentase | Persentase | 100 1.123.473.748
Kualitas Data kegiatan
Statistik Sektoral statistik
sektoral
yang rilis
tepat waktu
Penyelenggaraan | Jumlah Dokumen 1 55.108.300
Statistik Sektoral kegiatan
yang sesuai statistik
dengan Prinsip sektoral
Satu Data yang telah
Indonesia dilengkapi
metadata
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Pelaksanaan Jumlah Dokumen 1 25.441.600
Proses Bisnis Statistik
Statistik Sektoral Sektoral
Sesuai Standar yang sudah
meminta
rekomendas
i dari
Pembina
Data
Statistik
Optimalny | PROGRAM Persentase Persen 55 722.665.825
a PENYELENGGAR | Sistem
Penyeleng | AAN aplikasi
garaan PERSANDIAN strategis
Persandia | UNTUK yang
n Untuk PENGAMANAN berfungsi
Keamana | INFORMASI dengan
n baik
Informasi | Penyelenggaraan | Jumlah PD 53 722.665.825
Persandian untuk | Perangkat
Pengamanan Daerah
Informasi yang
Pemerintah mendapatka
Daerah n layanan
Kabupaten/Kota keamanan
kominfo
Penetapan Jumlah Dokumen 1 16.339.975
Kebijakan Tata Kebijakan
Kelola Keamanan | Tata Kelola
Informasi dan Keamanan
Jaring Komunikasi | Informasi
Sandi Pemerintah | dan Jaring
Daerah Komunikasi
Kabupaten/Kota Sandi
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/
Kota yang
Ditetapkan
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Pelaksanaan Jumlah Laporan 1 84.896.150
Keamanan Laporan
Informasi Pelaksanaa
Pemerintahan n
Daerah Keamanan
Kabupaten/Kota Informasi
Berbasis Pemerintah
Elektronik dan Non | an Daerah
Elektronik Kabupaten/
Kota
Berbasis
Elektronik
dan Non
Elektronik
Penyediaan Jumlah Perangkat | 53 621.429.700
Layanan Perangkat
Keamanan Daerah
Informasi yang Telah
Pemerintah Menggunak
Daerah an Layanan
Kabupaten/Kota Keamanan
Informasi

Pada Anggaran Tahun 2025 terdapat perubahan anggaran Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang, dimana pada anggaran
murni APBD sebesar Rp 19.377.038.071 (Sembilan Belas Juta Tiga Ratus
Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Puluh Satu Rupiah)
berubah menjadi Rp. 24,340,787,745 (Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus
Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Empat
Puluh Lima Rupiah) pada anggaran perubahan Tahun 2025
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BAB I
AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang




1.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai
tingkat keberhasilan pelaksanaan program kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika
pada tahun anggara berkenaan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
dalam RENSTRA, visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang.
Pengukuran kinerja ini, dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian target
pada indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (PK) dengan

realisasi.

Pada Bab Il Akuntabilitas Kinerja ini akan dijelaskan Perbandingan target dan
realisasi yang mengacu pada RPD 2024-2026 dengan tujuan, sasaran strategis yang
mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan berdasarkan Renstra 2025-2029

mengacu Perubahan Kinerja Tahun 2025.

1.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tabel 1.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
berdasarkan PK Awal (Renstra 2024-2026)

A Tung;lrna/tsezsigran No. Indikator Target Realisasi Cna?(%a
1 | Tujuan: 1. |Indeks Reformasi 72 85.85 119.23
Meningkatnya Birokrasi Kabupaten
Akuntabilitas dan
Kinerja Birokrasi
2 | Sasaran 1. | Indeks Pengelolaan 67 68.55 102.31
Strategis: Informasi (sedang) | (sedang)
Meningkatnya dan Komunikasi
Akuntabilitas dan Publik (I-PIKP)
Kinerja Birokrasi 2 |Indeks Kematangan | Level3 Level 3 100
Melalui Kualitas Teknologi
Pelayanan Informasi dan
Informasi dan Komunikasi (IKTIK)
Komunikasi 3 | Indeks SPBE terkait 2.88 Belum Belum
Publik layanan komunikasi | (terkelola Rilis Rilis
dan Informatika )
4 | Indeks 2.5 3.06 122.40
Pembangunan (terkelola
Statistik (IPS) )
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NO Tuué?rna/tsezsi,:ran No. Indikator Target Realisasi Cna?(zl)a
5 |Indeks Keamanan 620 651 105
Informasi 620 | (tinggi)
(tinggi)
(KAMI
6 | Nilai Evaluasi AKIP 80.10 76.05 94.94
PD
Rata-Rata Capaian 106%

Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Utama pada RPD 2024-2026 pada tahun 2025 yaitu
106%

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 terdapat 1 tujuan dan 6 sasaran strategis dengan capaian
strategis yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tujuan Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi Indikator Indeks
Reformasi Birokrasi Kabupaten Target 72 dengan realisasi 85.85

Berdasarkan surat dari Sekretaris Daerah tanggal 8 Desember 2025 Nomor :
000.8.6/9977/415.10/2025 perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Perangkat Daerah Tahun 2025, kesimpulan hasil evaluasi adalah Indeks Reformasi
Birokrasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang adalah 85.85
dengan kategori A- predikat Memuaskan dengan Catatan. Rincian hasil evaluasi tersebut

adalah sebagai berikut :

NILAI
No Komponen Bobot

2024 2025

1 CAPAIAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 10% 7.16 8.19
PERANGKAT DAERAH

Pengelolaan Reformasi Birokrasi 2% 2.00 1.75

Rencana Aksi 4% 2.33 3.17

Monitoring dan Evaluasi 4% 2.83 3.28

2 CAPAIAN SASARAN STRATEGIS PELAKSANAAN REFORMASI 90% 72.91 77.66
BIROKRASI PERANGKAT DAERAH

Tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan 50% 41.01 43.29
akuntabel pada Pemerintah Kabupaten Jombang

Budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN Pemerintah Kabupaten 40% 31.90 34.36
Jombang yang profesional

TOTAL 80.07 85.85
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Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2025 perindikator dijelaskan

sebagai berikut :

1 Tingkat Penataan Kelembagaan
Perangkat Daerah

2 Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru
3 Indeks Penerapan SPBE

4 |ndeks Perencanaan Pembangunan
5 Nilai SAKIP

6 Tingkat Digitalisasi Layanan

7 Tingkat Pembangunan Z|

90.18

4.00 5.00
99.85 87.67

96.91 89.57
79.19 76.05

100.00 5.00

200 375

Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan

proses, organisasi dinilai tergolong sangat efektif.

Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai
mempunyai kemampuan sangat tinggi untuk

mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan

sangat mampu beradaptasi terhadap dinamika
perubahan lingkungan eksternal organisasi.

Catatan atas implementasi AKIP dapat dilihat
pada uraian ¢ Laporan Hasil Evaluasi AKIP
Perangkat Daerah Tahun 2025

Tingkat 5 — Optimum dan Berarientasi Nilai

Catatan:

Kepuasan yang sangat tinggi mencerminkan
layanan yang proaktif, adil, responsif, dan stabil
pada beban kerja yang meningkat, disertai
pengambilan keputusan berbasis data.

Telah menunjukkan keterpenuhan kriteria untuk
diusulkan menjadi unit WBK/WBBM sesuai
dengan ketentuan.

) ., Nilai .
No Indikator Kegiatan Utama 2024 2025 Catatan Rekomendasi
A CAPAIAN STRATEGI PELAKSANAAN 7.16 8.19 - Seluruh rekomendasi telah dicantumkan dalam - Melanjutkan kontribusi Agen Perubahan
REFORMASI BIROKRAS| PERANGKAT rencana aksi, namun belum terlihat kecukupan terhadap upaya perubahan pada unit kerja.
DAERAH secara substansi dimana indikator atas tindak - Terus meningkatkan kualitas rencana aksi
lanjut belum menggambarkan output perubahan  melalui perumusan rencana aksi yang efektif,
yang jelas efisien dan inovatif berdasarkan permasalahan
- Rencana Aksi yang disusun sudah optimal dan  riil yang dihadapi serta dengan
terdapat peningkatan kualitas dari tahun mempertimbangkan hasil evaluasi ini, pastikan
sebelumnya, namun sebagian besar indikator bahwa indikator rencana aksi telah
rencana aksi hanya berbasis dokumen, belum menggambarkan hasil/perubahan agar cukup
seluruh indikator output mencakup aspek untuk mengungkit ketercapaian target Indikator
kejelasan, kelayakan, dan keterukuran dari target pembagunan RB PD.
yang ditetapkan untuk mengukur hasil atau - Menyempurnakan proses Monev Internal
capaian dari rencana aksi yang selaras dengan  dimana evaluasi dilakukan dengan maksud
sasaran dan target indikator RB PD yang menghasilkan catatan dan rekomendasi
ditetapkan perbaikan pembangunan RB secara
berkelanjutan, serta ditindaklanjuti bahkan
dapat dilakukan perbaikan rencana aksi
- Terus meningkatkan dan penguatan komitmen
pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada seluruh
pegawai khususnya Tim RB PD sehingga
Reformasi Birokrasi bukan hanya kegiatan
administratif namun menjadi bagian dari
perubahan tata kelola secara substantif untuk
memaksimalkan kinerja organisasi dan
memberikan dampak/outcome yang dapat
dirasakan oleh Masyarakat
N Indikator Kegiatan Utam Nilai Catatan Rek ndasi
o ikator Kegia a 2024 2025 al ekomendasi

| Tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel pada Pemerintah Kabupaten Jombang

Menindak lanjuti rekomendasi tim Evaluator
yang tercantum pada uraian huruf d Laporan
Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Tahun
2025

Rekomendasi:

1. Menerapkan pemantauan prediktif
(peringatan dini lonjakan permohanan),
penjadwalan petugas adaptif, dan pengingat
masa berlaku dokumen.

2. Melaksanakan riset pengalaman pengguna
berkelanjutan (wawancara periodik, uji
kegunaan, A/B testing) serta co-design bersama
perwakilan pengguna.

3. Memperkuat ketahanan layanan melalui
tinjauan pascainsiden, target penurunan MTTR,
dan uji ketangguhan (chaos testing) terbatas.

4. Mengoptimalkan efisiensi operasional melalui
FinOps/Green IT dengan pengukuran biaya per
transaksi tanpa menurunkan CSAT.

Terus melakukan penguataan dan perbaikan
program pembangunan Zona Integritas secara
berkelanjutan berdasarkan isu strategis atau
permasalahan-permasalahan yang dihadapi
sesuai dengan PERMENPANRB Nomar 90

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang




No 2024 2025

Indikator Kegiatan Utama Catatan

8 Maturitas SPIP 3.24 0  Tidak dilakukan evaluasi implementasi Sistem
Pengendalian Internal Pemerintah di tingkat

Perangkat Daerah

5.00 HASIL KERJA KONSISTEN DAN SANGAT
MEMUASKAN

Sangat jarang terjadi praktik korupsi

9 Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan
Masyarakat

10 Indeks Persepsi Anti Korupsi 353 379

11 Indeks Pengawasan Kearsipan 71.13 85.24 Catatan atas pengelolaan arsip Perangkat
Daerah dapat dilihat pada Risalah Hasil Audit

Sementara Tahun 2025

12 Indeks Tata Kelola Pengadaan 9250 95.00

83.78
7272

95.66
87.92

Memuaskan

Komponen A (Prosesntase Ketepatan
Perencanaan dengan Realisasi Pengadaan)
Terdapat ketidaksesuaian antara rencana
pengadaan pada RKBMD dengan realisasi
belanja BMD

13 Indeks Pengelolaan Keuangan
14 Indeks Pengelolaan Aset

Komponen B (Ketepatan Waktu Penyampaian
Laporan Bulanan)

Terdapat beberapa laporan bulanan yang
penyampaiannya terlambat

Komponen C (Kesesuaian Data Belanja Modal
Pada Aplikasi Penatausahaan Aset Dengan
Penatausahaan Keuangan)

Rekomendasi

Tahun 2021 dan berkoordinasi dengan Tim
Penilai Internal ZI untuk penilaian awal unit
kerja yang diusulkan mendapat predikat Z|
WBK/WBBM Tahun 2026

Melakukan upaya peningkatan implementasi Ir
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di
tingkat Perangkat Daerah sesuai dengan
ketentuan dan berkoordinasi dengan Tim SPIP
Kabupaten

PERTAHANKAN KINERJA YANG SUDAH D
BAIK d

Perangkat Daerah agar memperkuat sistem anti B
korupsi, pengawasan, dan pengendalian,
menerapkan prinsip integritas, transparan, dan
akuntabel, serta berinovasi dalam upaya
pencegahan korupsi.

Menindak lanjuti rekomendasi tim Evaluator
yang tercantum Risalah Hasil Audit Sementara
Tahun 2025

OK

KOMPONEN A

Pastikan RKBMD selaras dengan RKA dan aset
riil yang akan dibeli oleh perangkat daerah.
Karena masih dijumpai antara RKBMD dan
RKA sama tetapi riil barang yang dibeli tidak
sama, maka hal ini akan mengurangi penilaian.
Dibutuhkan komunikasi yang baik antara
seluruh elemen di dalam perangkat daerah
sehingga tercipta keselarasan informasi yang
dituangkan dalam dokumen secara benar. Perlu
diperhatikan juga terkait Pemeliharaan BMD,
yang boleh dipelihara adalah barang dalam
kondisi baik atau rusak ringan. Barang yang
sudah diklasifikasikan ke dalam kondisi rusak

Nilai
2024 2025
Sudah sesuai

No Indikator Kegiatan Utama Catatan

Il Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi 88.33 100.00

A Budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN Pemerintah Kabupaten Jombang yang profesional

1 Tingkat Pengelolaan Kinerja Pegawai 100.00 86.67 Hasil evaluasi menunjukkan bahwa nilai
Perencanaan SKP hanya mencapai 6,67 dari 10,
Pelaksanaan Kinerja memperoleh nilai 5 dari 10,

serta Ketepatan Waktu Penilaian SKP juga

Rekomendasi

berat tidak diperkenankan untuk dipelihara.
Selain itu yang boleh dianggarkan
pemeliharaannya adalah barang yang tercatat
dalam Kartu Inventaris Barang perangkat
daerah yang bersangkutan. Jadi jika belum
tercatat di dalam KIB maka tidak bisa
dianggarkan belanja pemeliharaannya.

KOMPONEN B

Laporan pengadaan bulanan waijib dilaporkan
kepada BPKAD dengan batas waktu maksimal
tanggal 10 bulan berikutnya. Jika pelaporan
melebihi tanggal 10 berikutnya, maka akan
dianggap terlambat dan mengurangi nilai IPA
SKPD. Yang harus diperhatikan bagi perangkat
daerah adalah batas waktu ini merupkan batas
waktu diterimanya laporan BMD oleh Pengelola
Barang cq. BPKAD, karena hal ini merupakan
salah satu poin indikator MCP KPK dimana
pengelola barang cq. BPKAD wajib merekap
dan menyajikan bukti tanda terima laporan BMD
dari perangkat daerah untuk diupload dalam
aplikasi sijaga milik MCP KPK.

Jadi bukan tanggal pembuatan laporan tetapi
tanggal diterimanya laporan oleh Pengelola
Barang sesuai bukti tanda terima baik elektronik
maupun fisik

KOMPONEN C
Hasil entri pada aplikasi penatausahaan aset
telah sesuai dengan data belanja modal.

Perlu meningkatkan kualitas perencanaan dan B
pelaksanaan SKP, melengkapi bukti dukung,

serta memperbaiki ketepatan waktu penilaian
melalui disiplin dan monitoring berkala.
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No Indikator Kegiatan Utama

2 Indeks Profesionalitas ASN

3 Tingkat Internalisasi Core Value ASN

Nilai
2024 2025

berada pada nilai 5 dari 10. Kondisi ini
menggambarkan bahwa proses perencanaan,
pelaksanaan, dan ketepatan waktu penilaian
kinerja masih belum optimal dan memerlukan
peningkatan konsistensi serta ketelitian dalam
penyusunan maupun pelaksanaannya.

87.98 87.36 Kecuali dimensi disiplin, pencapaian maksimal
dari nilai semua dimensi masih belum optimal.

Catatan

2.00 65.80 Upaya internalisasi yang telah dilakukan belum
efektif dalam menanamkan budaya kerja yang
telah ditentukan. Pemahaman nilai hanya menjadi
slogan atau administratif saja, tetapi konsistensi

. Pengampu
Rekomendasi Indikator
Kinerja pegawai perlu ditingkatkan untuk BKPSDM

meningkatkan predikat kinerja organisasi yang
mempengaruhi predikat kinerja setiap pegawai,
dan yang berpengaruh pada perolehan nilai
dimensi kompetensi dan kinerja, dan untuk
dioptimalkan lagi penilaian tahun berikutnya
pada peningkatan kompetensi/diklat bagi ASN,
dan Kualifikasi pendidikan masih ada yang
belum optimal sesuai tingkat jabatan.
Tegaskan kembali komitmen pimpinan dan
implementasinya dalam aktivitas kerja. Kuatkan
dalam mekanisme kerja dan manajemen kinerja
untuk dievauasi secara berkelanjutan dan

Bagian Organisasi

pelaksanaan belum terlihat merata di organisasi. diberikan feedback perilaku kerja agar nilai
berAKHLAK melekat pada cara kerja, bukan
hanya slogan dan tertera dalam dokumen

administratif.

4 Indeks Pelayanan Publik 420 4.68 sesuai LHE sesuai LHE Bagian Organisasi
5 Indeks Kepuasan Masyarakat 85.11 94.42 untuk menyusun RTL dari 3 unsur terendah segera melakukan Tindaklanjut dari RTL yg Bagian Organisasi
ditetapkan

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang telah berjalan dengan baik dan
mencapai kategori A- (Memuaskan dengan Catatan) dengan nilai 85,85. Dalam penilaian
Reformasi Birokrasi tingkat perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Jombang, nilai tersebut menempatkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Jombang pada peringkat ke-4 dari seluruh perangkat daerah yang dilakukan evaluasi.
Urutan pertama yaitu Kecamatan Ngoro dengan nilai 86,47, urutan kedua yaitu Dinas
Lingkungan Hidup dengan nilai 86,45, Urutan Ketiga Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil dengan nilai 86,17, Urutan ke empat Dinas Komunikasi dan Informatika

dengan nilai 85,85 dan Urutan kelima yaitu Inspektorat dengan nilai 84,45.

Pencapaian ini menunjukkan bahwa implementasi Reformasi Birokrasi pada perangkat
daerah tersebut telah berjalan dengan baik dan mampu memenuhi sebagian besar
indikator penilaian pada area perubahan Reformasi Birokrasi dengan hasil melampaui
target 72 dengan realisasi 85.85 dengan capaian 119,23%. Reformasi birokrasi Dinas
Komunikasi dan Informatika menggambarkan bahwa kinerja tata kelola organisasi,
akuntabilitas, serta upaya peningkatan kualitas pelayanan publik telah dilaksanakan
secara konsisten dan menunjukkan hasil yang positif dibandingkan sebagian besar

perangkat daerah lainnya.
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Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang harus ditindaklanjuti sesuai
dengan hasil rekomendasi yang akan diimplementasi dan ditindaklanjuti pada Tahun
2026.

Sasaran Strategis: Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi Melalui
Kualitas Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik, Indikator 1 : Indeks
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP), Target 67 dengan realisasi
68,55 dengan capaian 102,31

IP-IKP adalah alat ukur komposit (gabungan) yang dikembangkan oleh Kementerian
Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebelum berganti menjadi Kementerian
Komunikasi dan Digital (Komdigi). IP-IKP bertujuan untuk menilai dan memotret kinerja
pengelolaan informasi dan komunikasi publik (IKP) secara menyeluruh pada badan
publik, baik di tingkat Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah (Dinas
Kominfo Provinsi/Kabupaten).

Hasil I-PIKP Tahun 2025

Tabel 7.1. Hasil Pengukuran I-PIKP Tahun 2025
Dimensi Input
Mo Variabel Indikator Bobot | Skor Total
1. Ketersediaan total amggaran
kegiatan IKP di tahun berjalan 4.00 e .32
2. Ketersediaan anggaran untuk
perencanaan programykegiatan 3.50 0,33 1.16
terkait kebijakan teknis IKP
3. Ketersediaan anggaran untuk
pelaksanaan programdkeqiatan
perumusan kebijakan teknis
bidang IKFP
4. Ketersediaan anggaran untuk
pelaksanaan programdkegiatan 3.50 0.33 1.16
monitoring 1IKP
5. Ketersediaan anggaran wrtuk
pelaksanaan programdkegiatan
perencanaan dan pengelolaan
media IKP
6. Ketersediaan anggaran untuk
pelaksanaan programdfkegiatan
kemitraan dengan pemangku
kepentngan
7. Ketersediaan anggaran unbuk
pelaksanaan programykagiatan
penguatan kapasitas
sumberdaya manusia IKP
1. Ketersediaan bahan informasi
sebelum melaksanakan 5.00 0.67 3.35
Bahan .
2 Informasi kegiatan IKP
2. Ketersediaan bahan informasi
hasil monitoring cetak

3.50 0,33 1.16

1 Anggaran

3.50 0,33 1.16

3.50 0,33 1.16

3.50 0,33 1.16

4 ey 0.67 2.68
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konvensional (surat kabar dan
majalah berita)

Ketersediaan bahan informasi
hasil monitoring media
eletronik konvensional (radio
dan TW)

4,

0.67

2.68

Ketersediaan bahan informasi
hasil monitoring media baru
{(daring)

4,0

067

2.68

Ketersediaan bahan informasi
narasi tunggal dari Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Jombang

4,

067

2,68

Ketersediaan bahan informasi
yang berasal dari instansi lain

4, O

1.00

4,00

Ketersediaan bahan informasi
sebagai hasil periukaran bahan
informasi dengan organisasi
eksternal baik pemerintah
maupun non pemernntah

5,00

1.00

5.00

Sarana dan
Prasarana

Ketersediaan mfrastrukiur
komunikasi dan informasi

7,00

0.67

4,69

Ketersediaan infrastruktur
telekomunikasi

700

1.00

T.00

Ketersediaan pedoman internal
atau mekanisme terkait
keamanan data pribadi dalamm
pengelolaan IKP

G, O

0,33

1.98

Media dan
Saluran
Komunikasi

Variabel

Ketersediaan madia dan
saluran komunikasi yang
dikelola sendin uniuk tujuan
pelayanan informasi dan
kehumasan

T.00

1.00

7.00

Ketersediaan kelompok
informasi masyarakat

067

3.0:2

Ketersediaan madia partnar

1.00

4,50

Fitur Khusus untuk penyandamng
disabilitas

0.67

3,02

EKS DIMEMNSI INPU

Ketersediaan media partner
T

Indikator

1,00

4,50

Pengumpulan
Drata dan
Informasi

Frekuensi pengumpulan data
dan informasi dalam rangka

perencanaan program dan/atau 2,00 0.33 2.97
kegiatan IKP
Frekuensi pengumpulan data 8.00 0.67 5.36
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dan informasi dalam rangka
penyerapan aspirasi publik

Frekuensi penggunaan hasil
riset dari organisasi atau
instansi lain

8,00

0.67

5.36

Perencanaan

Jumlah rapat koordinasi
internal untuk tjuan
perencanaan program/kegiatan
rutin/non-rutin
situasionaltahunan

6.25

0.67

Jumilah rapat koordinasi
eksternal untuk tujuan
perencanaan program/kegiatan
rutin/ non-rutin
situasionalftahun

6.25

0.67

Ketersediaan dokumen
“Perencanaan
Program/Kegiatan”™, proposal,
TOR, RAB, program kerja
tahunan

6.25

1.00

6.25

Keterlibatan publik dalam
penyusunan perencanaan
pengelolaan IKP

6.25

0,67

4,19

Pelaksanaan

Frekuensi kegiatan diseminasi
program prioritas daerah

5,00

1.00

5.00

Frekuensi kegiatan diseminasi
informasi dari sumber instansi
pemerintah daerah Kabupaten
Jombang

5.00

1.00

5,00

Frekuensi kegiatan diseminasi
informasi kepada masyarakat
melalui media baik online
maupun offline termasuk tatap
muka

5.00

1.00

5.00

Frekuensi kegiatan dan
kerjasama bidang IKP dengan
pihak internal instansi

5,00

1.00

5.00

Frekuensi kegiatan dan
kerjasama bidang IKP dengan
pihak eksternal instansi

5.00

1.00

5,00

Frekuensi kegiatan terkait
dengan keterbukaan informasi
publik

5.00

1.00

5.00

Monitonnag
dan Evaluasi

Jumilah kegiatan monitoring
dan evaluasi terhadap proses
pelaksanaan program/kegiatan
IKP

7.00

0.67

4,69
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WVariabel

Jumlah kegiatan monitoring
dan evaluasi terhadap media
baik konvensional maupur

EKS DIMEMNSI PRO:

media baru terkait proses Tl Ll e
pelaksanaan programfkegiatan

IKF

Ketersediaan dokumen

“Laporan Hasil Monitoring dan 6,00 0.67 1.98

Evaluasi™

Indikator

100,00

Bobot

Skor

Total

Agenda
Publik

Penerimaan informasi tentang
program prioritas daerah

61.23

Akses media yang digunakan
untuk meanerima informasi
tentang program prioritas
daerah

60,92

Pemahaman masyarakat
terkait istilah PPID (Pelayanan
Informasi)

53.85

Pengalaman masyarakat
mengakses atau meaminta
informasi publik ke Badan
Publik

BE.31

10

Penilaian
Pubilik
Terhadap
Teknis
Pelayanan
Informasi
Publik

Kepuasan terhadap ablur
permohonan informasi di
instansi pemearintah

B8, 0D

Kepuasan terhadap wakiu
yang dibutuhkan umtuk
mempearaleh informasi di
instansi pemearintah

BT.69

Kepuasan terhadap biaya yang
dikeluarkan wntuk mempersleh
informasi dari instansi
pemerintah

g4.31

Kepuasan terhadap
kelengkapan dan akualitas
informasi yang disediakan di
instansi pemerintah

59.38

Kepuasan terhadap
kemudahan dan ketersediaan
pilihan aksas umtuk
mempersleh informasi yang
disediakan instansi pemerintah

58.46

Kepuasan terhadap
kemudahan memperoleh

BE.31
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informasi secara cepat, dan
tidak berbayar

7. HKepuasan terhadap adanya
penjelasan yang kengkap 67 60
apabila permohonan Informasi :
Publik ditolak

8. HKepuasan terhadap publikasi
informasi secara proakif oleh - - 61.54
instansi pemerintah

1. Ketersediaan madia
komunikasi pemernintah (co.
website / buletin milik
pemerintahn) sebagai sumbear
informasi publik sangat
memadai

2. Media komunikasi pemernintah
dapat meningkatkan aspirasi
dan partisipasi masyarakat - - 64,00
dalam proses pembuatan
kebijakan publik

= - 58.77

Penilaian

'?:El:d&p 3. Kecepatan _pE:m_erint,aJ'l l:l_alﬂrn
menyampaikan informasi - - 59.08
L ‘:t‘;‘ﬁfﬂ:an kepada masyarakat
Informasi 4. Ketepatan informasi publik
Publik pemerintah dengan kebuwtuhan - - G0, 0D
masyarakat
5. Obyektifitas informasi publik B i 78.77
(kesesuaian dengan realitas) :
6. HKelengkapan informasi publik _ ) £4.00

pemerintah

T. Cakupan informasi publik
pemerintah yang berwawasan - - 7415
nasional dan daerah

8. Kemudahan informasi publik
pemerintah untuk dipahami
LS DIMEMNSI OUTPUT

- - 74.77

Mo Variabel Indikator Bobot | Skor Total

1. Pemahaman publik tentang
hak untuk tahu

2. Pemahaman tentang hak

Pemenuhan mendapatkan penjelasan yang

12 | Hak untuk lengkap jika permohonan

Mengetahui informasi publik ditolak

3. Pemahaman terhadap
informasi yang boleh diminta - - 66,15
masyarakat kepada nstansi

- - 65.23

- - G&. 00
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permerintah daerah

1. Persepsi distribusi imformasi
publik apakah telah merata - - 65.85
atau belbum

2. Persepsi apakah konten
informasi publik telah mewalkili
kebutuhan saluruh lapisan

Pemerataan masyarakat

Informasi 3. Persopsi apakah layanan
mformasi telah mermenube
prinsip inklusif, ermasuk bagi
penyandang disabilitas

4. Persepsi terhadap keamanan
data pribadi dalam pengaloclaan - - B8.92
1K

1. Persepsi publik terhadap
permenuhan hak uniuk - - 67T.94

Keadilan mengetakhui

Infoarmasi 2. Pamisipasi publik dalam

proses-proses kebijakan - - BE.35

permvarintah daerah

KS DIMEMNSI OUTCOME

= - 64,31

13

= - 87¥.85

14

Surmber: Hasil snalisis, 2025

Penilaian I-PIKP tahun 2025 didasarkan pada perhitungan rata-rata dari total nilai I-PIKP
masing-masing dimensi, yaitu dimensi input, proses, output, dan outcome. Berdasarkan
penilaian I-PIKP pada keempat jenis dimensi tersebut, maka perhitungan I-PIKP secara

keseluruhan di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. I-PIKP Dimensi Input : 67,02 (sedang)
2. I-PIKP Dimensi Proses : 75,90 (baik)

3. I-PIKP Dimensi Output : 65,66 (sedang)
4. I-PIKP Dimensi Outcome : 65,62 (sedang)
5. I-PIKP Tahun 2024 : 68,55 (sedang)

Berdasarkan hasil nilai rata-rata, maka I-PIKP tahun 2025 sebesar 68,55 atau dalam
kategori ‘Sedang’. Jenis dimensi dengan nilai I-PIKP tertinggi hingga terendah secara
berurutan adalah: (i) pertama adalah dimensi proses; (ii) kedua adalah dimensi input; (iii)
ketiga adalah dimensi output; dan (iv) keempat adalah dimensi outcome. Berdasarkan
hasil tersebut, maka secara umum jenis dimensi yang perlu diprioritaskan
penanganannya secara berurutan dalam meningkatkan kinerja PIKP adalah jenis

dimensi outcome, dan kemudian dimensi output, input, dan kemudian proses.

Prioritas kebijakan peningkatan kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik
pada Diskominfo Kabupaten Jombang khususnya Bidang HKP didasarkan pada masing-

masing dimensi, variabel, dan indikator, yang rinciannya adalah sebagai berikut:
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a. Prioritas Kebijakan Berdasarkan Masing-Masing Dimensi

e Berdasarkan analisis nilai disparitas melalui Diagram Radar, maka dimensi
pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang perlu diprioritaskan atau
yang harus mendapat perhatian paling tinggi terletak pada dimensi output dan
kemudian disusul dimensi outcome. Sementara perbaikan dimensi input dan
dimensi proses lebih ditekankan pada dimensi input karena ragam variabel
dalam dimensi input mempunyai pengaruh secara langsung terhadap kinerja
dimensi lainnya.

e Perbaikan dimensi output banyak berkaitan dengan kegiatan agenda
komunikasi publik yang dilakukan melalui beragam media komunikasi, baik
cetak, elektronik, maupun online. Selain itu, dimensi output juga berkaitan
dengan mekanisme dan tata kelola pelayanan informasi publik yang diberikan
oleh Diskominfo Kabupaten Jombang khususnya Bidang HKP kepada
masyarakat dan pemangku kepentingan. Sementara untuk dimensi outcome,
juga banyak bersinggungan dengan kualitas pelayanan dan pelaksanaan
edukasi terhadap masyarakat serta pemangku kepentingan mengenai
informasi publik. Dimensi outcome juga berkaitan dengan dampak partisipasi
publik terhadap pelibatan proses kegiatan pembangunan yang didasarkan
pada saran serta masukan yang harus segera ditindaklanjuti, khususnya
dalam aplikasi Lapor SP4N. Penekanan lain yaitu pemerataan informasi yang
mengharuskan kegiatan IKP mampu menyasar seluruh kecamatan/desa,
mampu disesuaikan dengan kelompok tertentu seperti penyandang disabilitas,
dan peningkatan jaminan keamanan data pribadi.

b. Prioritas Kebijakan Berdasarkan Masing-Masing Variabel

e Pada total variabel pembentuk dimensi input dan dimensi proses, variabel
yang perlu diprioritaskan atau yang mendapat perhatian paling tinggi secara
berurutan adalah: (i) variabel pengumpulan data dan informasi; (ii) variabel
monitoring dan evaluasi; (iii) variabel anggaran; dan (iv) variabel sarana
prasarana. Dari 4 variabel prioritas tersebut, yang paling diprioritaskan
sebaiknya tertuju pada variabel pengumpulan data dan informasi karena nilai

disparitasnya yang paling tinggi.
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e Pada total variabel pembentuk dimensi output dan dimensi outcome, variabel
yang perlu diprioritaskan atau yang mendapat perhatian paling tinggi secara
berurutan dalah: (i) variabel agenda publik; (i) variabel penilaian publik
terhadap akses dan kualitas informasi publik; dan (iii) variabel pemerataan
informasi. Kegiatan yang sangat perlu ditingkatkan adalah penguatan dan
inovasi pengembangan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan
pemangku kepentingan dengan penerapan prinsip-prinsip pelayanan prima.
Selain itu, perbaikan juga dilakukan pada ranah peningkatan kuantitas
maupun kualitas penyelenggaraan kegiatan komunikasi publik.

c. Prioritas Kebijakan Berdasarkan Masing-Masing Indikator

e Indikator yang perlu diprioritaskan pada dimensi input dan dimensi proses
secara berurutan adalah: (i) frekuensi pengumpulan data dan informasi dalam
rangka perencanaan program dan/atau kegiatan IKP; (i) ketersediaan
pedoman internal atau mekanisme terkait keamanan data pribadi dalam
pengelolaan IKP; dan (iii) ketersediaan dokumen “Laporan Hasil Monitoring
dan Evaluasi”.

¢ Indikator yang perlu diprioritaskan pada dimensi output dan dimensi outcome
secara berurutan adalah: (i) pemahaman masyarakat terkait istilah PPID
(Pelayanan Informasi); (ii) kepuasan terhadap kemudahan dan ketersediaan
pilihan akses untuk memperoleh informasi yang disediakan instansi
pemerintabh; (iii) ketersediaan media komunikasi pemerintah (contoh : website
/  buletin milik pemerintah); dan (iv) kecepatan pemerintah dalam
menyampaikan informasi kepada masyarakat.

3. Strategi pengembangan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pada Diskominfo
Kabupaten Jombang khususnya Bidang HKP dibedakan menjadi 4 (empat) jenis
strategi, yaitu sebagai berikut:

a. Strategi yang Berorientasi untuk Mengoptimalkan Kekuatan Internal dalam Rangka
Menangkap Peluang Eksternal

e Penguatan pengembangan TIK berbasis SDLC (System Development Life

Cycle) untuk mendukung kegiatan IKP

e Meningkatkan ragam jenis pengemasan komunikasi publik yang lebih
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menarik, baik offline maupun online

Memperkuat fitur media bagi penyandang disabilitas

Meningkatkan jumlah program dan jenis komunikasi publik dengan media
partner yang dimiliki oleh Diskominfo

Meningkatkan kuantitas dan kualitas konten informasi dan komunikasi publik

pada media dan saluran komunikasi yang sudah dikelola secara mandiri.

b. Strategi yang Berorientasi untuk Mengoptimalkan Kekuatan Internal dalam Rangka

Menghadapi Ancaman Eksternal

Membuat dokumen metadata (kompilasi/ inventarisasi) bahan informasi yang
beragam dalam merancang informasi dan komunikasi publik

Penguatan inovasi program komunikasi publik yang disalurkan pada media
mainstrem maupun non mainstream

Penguatan inovasi pelayanan informasi dan komunikasi publik pada
masyarakat maupun pemangku kepentingan

Pembangunan aplikasi yang terkoordinasi dan terdokumentasi dengan baik
melalui SLAs (Service Level Agreements)

Membuat program pemantauan opini dan aspirasi publik.

c. Strategi yang Berorientasi untuk Memperbaiki Kelemahan Internal dalam Rangka

Menangkap Peluang Eksternal

Peningkatan sarana prasarana penunjang kegiatan pelayanan IKP baik online
maupun offline

Penyusunan kegiatan evaluasi dan memilih isu publik dalam merancang
informasi berbasis program prioritas daerah

Pembuatan program pemantauan aduan masyarakat dengan cara
pengumpulan data dan analisa aduan

Pembuatan program pengumpulan pendapat umum berbasis polling

Perlu adanya Contact Person khusus pada masing-masing pimpinan unit kerja
khususnya Eselon Il guna mempercepat penanganan saran dan pengaduan
pada Lapor SP4N.

d. Strategi yang Berorientasi untuk Memperbaiki Kelemahan Internal dalam Rangka
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Menghadapi Ancaman Eksternal

e Penguatan koordinasi dengan pihak eksternal dalam lingkup kegiatan IKP

e Penguatan politik anggaran pada Diskominfo

e Penyusunan dokumen Monev dalam bentuk Policy Brief, setidaknya 3 bulanan

e Implementasi penerapan prinsip-prinsip pelayanan prima melalui SOP
pelayanan IKP

e Peningkatan kapasitas bandwith pada website Pemda Jombang

e Pengumpulan data dan informasi kebijakan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian yang diperoleh adalah 68,55, sehingga
tingkat capaian kinerja mencapai 102,31% dari target yang telah ditetapkan.Capaian
tersebut menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik telah
melampaui target yang direncanakan. Hal ini mencerminkan bahwa pengelolaan
informasi publik, penyebarluasan informasi pembangunan, serta penguatan komunikasi

pemerintah kepada masyarakat telah dilaksanakan dengan baik dan efektif.

Keberhasilan pencapaian indikator ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan
oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang, antara lain melalui
peningkatan kualitas pengelolaan layanan informasi publik, optimalisasi pemanfaatan
media komunikasi pemerintah, penguatan koordinasi dengan perangkat daerah, serta
peningkatan kapasitas pengelola informasi dan dokumentasi.

Meskipun capaian indikator telah melampaui target yang ditetapkan, upaya peningkatan
kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik tetap perlu dilakukan secara
berkelanjutan, khususnya dalam memperluas jangkauan diseminasi informasi kepada
masyarakat, meningkatkan kualitas konten informasi publik, serta memperkuat
transparansi dan keterbukaan informasi pemerintah daerah, serta menindaklanjuti hasil
rekomendasi I-PIKP pada tahun 2026.
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Sasaran Strategis: Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi Melalui
Kualitas Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik dengan Indikator 2 : Indeks
Kematangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IKTIK), target Level 3 dan
realisasi pada tahun 2025 Level 3 dengan capaian yaitu 100%

Tujuan dari Pengukuran IKTIK dimaksudkan untuk menghasilkan strategi peningkatan
kinerja tata kelola TIK yang efisien dan efektif untuk mewujudkan ekosistem e-
government yang ideal melalui penyelenggaraan SPBE. Strategi ini sangat dibutuhkan
sebagaimana Amanah Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2021 tentang

penyelenggaraan SPBE.

Pendekatan pengukuran IK-TIK di tahun 2025 sama dengan pengukuran di tahun-tahun
sebelumnya, yaitu dengan metode Control Objectives for Information and Related
Technology (COBIT) 2019. Pendekatan ini berfokus pada penilaian kapabilitas proses
tata kelola dan manajemen TIK dalam organisasi Pemerintah Daerah. COBIT 2019

menyediakan kerangka kerja yang komprehensif terkait tata kelola dan manajemen.

Tabel 4.3. Aspek dan Variabel Pembentuk Kuesioner COBIT 2019

Variabel yang
Ditanyakan

Sub-Variabel yang Ditanyakan

Aspek Input
Skala prioritas pengembangan TIK
Peraturan pemerintah sebagai pedoman kebijakan TIK
Proses evaluasi pengembangan egovernment
Strategi kebijakan TIK
Keselarasan kebijakan TIK dengan visi misi instansi
Ketersediaan dan kesesuaian SDM dengan kebutuhan TIK
Program pelatihan TIK
Strategi pemeliharaan infrastruktur TIK

1 | Kebijakan

2 | Kelembagaan

I R E ol R E o

3 | Infrastruktur
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Mo

Variabel yang
Ditanyakan

Sub-Variabel yang Ditanyakan

2. Proses penanggulangan bencana TIK
3. Pengelolaan keamanan informasi
4. Infrastruktur TIK terkait sarana pengamanan informasi
5. Infrastruktur terkait sarana pendukung/catu daya
6. Infrastruktur jaringan antar OPD
7. Infrastruktur terkait akses intemet terpusat
B. Inventarsasi infrastruktur TIK
) ) 1. Inventarisasi aplikasi TIK
4 | Aplikasi 2. Situs resmi instansi /OPD
1. Unit kerja yang menyusun perencanaan TIK
2. Mekanisme penyusunan perencanaan TIK
S | Perencanaan 3. Rencana induk TIK
4. Anggaran pensrapan TIK
Aspek Proses
6 | EDMO1 1. Dokumen perencanaan dan prosedur pengelolaan TI
¥ | EDMOZ2 1. Cara mempertahankan kualitas layanan TIK
a | EDMO3 1. Perencanaan kerjasama dengan pihak eksternal dalam
pengelolaan TI
g9 | EDMOS 1. Hepemilikan peraturan tentang pengadaan perangkat T
10 | EDMOS 1. Pihak eksternal yang mengatur dan mengukur kegiatan
11 | APOOA 1. Illuﬁenginjcegrasikan proses pelaksanaan Tl dengan orientasi
instansi
12 | aAPOO2 1. Cara !nstansi mengidenljfiha?i potensi teknologi dan
menciptakan pelayanan publik
13 | APOO3 1. Cara instansi memfasilitasi penciptaan T| yang optimal
14 | APDOD4 1. Ketersediaan divisi Tl pada strukiur instansi
1. Memprioritaskan program yang didanai dan memutuskan
penawaran investasi
15 | APODS 2. Pengawasan atas manfaat penyediaan dan pemeliharaan
layanan dan kapabilitas TI
16 | APOOE 1. HKepemilikan skala prioritas anggaran TI
1. Kesesuaian proses rekruitmen personil Tl dengan
17| APOOT kebijakan dan prosedur instansi °
18 | APOOS 1. ll(n.c:rdinasi dalam pi_anerlapaln inltEl-grasi pengfalnlaan_
jaringan dengan unit-unit lain di lingkungan instansi
19 | APO09 1. Identifikasi dan pemeliharaan pengadaan barang TI
20 | APO11 1. Cara instansi meningkatkan layanan kualitas T
21 | APO12 1. HKegiatan manajemen risiko dan evaluasi TIK
22 | APO13 1. Hepemilikan keamanan Tl yang memadai
1. Hesesuaian pelaksanaan pemanfaatan Tl dengan strategi
23 | BAIO1 instansi
2. Sistern pelaporan kinerja TIK
1. Pengelolaan infrastruktur, software, dan hardware
24 | BAIO3 2. Identifikasi dan pengawasan infrastruktur, software, dan
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Variabel yang
Ditanyakan

Sub-Variabel yang Ditanyakan

hardware

25 | BAIO4 1. Pengawasan terhadap kapasitas dari sumberdaya TI

-6 | BAIOS 1. Penetaplan renl.?ana uji perubahan Tl sudah sesuai dengan
standar instansi

27 | BAIOE 1. Penanganan perubahan TIK yang dilakukan secara
mendadak dan pendokumentasiannya

-a | BAIO7 1. Penetapan rencana uji perubahan/transisi TIK sesuai
standar yang ada

-9 | BAIOS 1. Perenclanaan pengembangan SDM untuk solusi
operasional

30 | BAIO9 1. Pengawasan terhadap aset pengelolaan TI

21 | BAI1O 1. !Il._:|lenljﬁ kasi dan pemeliharaan pengadaan barang-barang

a2 | pSSO01 1. IrlanE:lm:Entasi ;lj-msed ur operasi Tl untuk mendukung
kinerfa instansi

1. Kegiatan identifikasi, perekaman, dan pengklasifikasian

permintaan layanan dan insiden, dan penetapan prioritas

a3 | pssoz sesual dengan kekritisan bisnis dan perjanjian layanan

2. Identifikasi dan mencatat gejala insiden terkait TI,

penentuan kemungkinan penyebab, dan pengalokasian
resolusi

34 | DSS03 1. Pengelolaan permasalahan Tl sesuai dengan standar

a5 | pssoa 1. Peningkatan pemeliharaan dan layanan software dan

hardware pada instansi

36 | DSS05 1. Dukungan layanan Tl pada instansi

a7 | pssos 1. :msedur un.tu}? back-up data sejalan dengan layanan dan

ukungan bisnis

1. Evaluasi dan penyelarasan kerangka tata kelola Tl dengan
tata kelola instansi secara keseluruhan

1. Penilaian terhadap ketercapaian tujuan yang telah

39 | MEADZ2 direncanakan, mencakup dana yang digunakan dan
kinerja yang telah ditargetkan

1. ldentifikasi peraturan yang harus dipenuhi untuk

40 | MEAD3 dimasukkan dalam kebijakan instansi, standar, prosedur
dan metodologi T

Aspek Output

1. Kompleksitas layanan dilihat darn informasi, interaksi,

transaksi dan integrasi

38 | MEADA

41 | Output 2. Keberadaan layanan online yang diperuntukkan untuk
warga dan pelaku usaha
1. Keberadaan pengguna layanan online yang mengunjungi
42 | usage website pemerintah

2. Keberadaan pelaku usaha yang telah melakukan layanan

publik secara online
Sumber: Pedoman Baku Kuesionar COBIT 2018
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Mo

Vanabel yang

Ditanyakan

Sub-\Variabel yang Ditanyakan

2. Proses penanggulangan bencana TIK
3. Pengelolaan keamanan informasi
4. Infrastruktur TIK terkait sarana pengamanan informasi
5. Infrastruktur terkait sarana pendukung/catu daya
6. Infrastruktur jaringan antar OPD
7. Infrastruktur terkait akses intemet terpusat
8. Inventarisasi infrastruktur TIK
) . 1. Inventansasi aplikasi TIK
4 | Aplikasi 2. Situs resmi instansi /OPD
1. Unit kerja yang menyusun perencanaan TIK
2. Mekanisme penyusunan perencanaan TIK
S | Perencanaan 3. Rencana induk TIK
4. Anggaran pensrapan TIK
Aspek Proses
6 | EDMO1 1. Dokumen perencanaan dan prosedur pengelolaan TI
7 | EDMOD2 1. Cara mempertahankan kualitas layanan TIK
a | EDMO3 1. Perencanaan kerjasama dengan pihak eksternal dalam
pengelolaan TI
9 | EDMO4 1. Kepemilikan peraturan tentang pengadaan perangkat Tl
10 | EDMOS 1. Pihak eksternal yang mengatur dan mengukur kegiatan
11 | aPoO1 1. .I'u'-engin_tegrasikan proses pelaksanaan Tl dengan orientasi
instansi
12 | APODZ 1. Cara instansi mengidenliﬁk,a?i potensi teknologi dan
menciptakan pelayanan publik
13 | APOO3 1. Cara instansi memfasilitasi penciptaan Tl yang optimal
14 | APDD4 1. Ketersediaan divisi Tl pada struktur instansi
1. Memprioritaskan program yang didanai dan memutuskan
penawaran investasi
15 | APODS 2. Pengawasan atas manfaat penyediaan dan pemeliharaan
layanan dan kapabilitas T
16 | APODOE 1. Kepemilikan skala prioritas anggaran TI
1. Kesesuaian proses rekruitmen personil Tl dengan
17| APOD7 kebijakan dan prosedur instansi °
18 | aPoOS 1. ll(nlnrdinasi dalam pgnerlapaln inltEI.-g rasi pengf_.lnlaan_
jaringan dengan unit-unit lain di lingkungan instansi
19 | APOOD 1. Identifikasi dan pemeliharaan pengadaan barang Tl
20 | APO11 1. Cara instansi meningkatkan layanan kualitas Tl
21 | APO12 1. Kegiatan manajemen risiko dan evaluasi TIK
22 | APO13 1. Kepemilikan keamanan Tl yang memadai
1. Kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan Tl dengan strategi
23 | BAIO1 instansi
2. Sistem pelaporan kinerja TIK
1. Pengelolaan infrastruktur, software, dan hardware
24 | BAIO3 2. Identifikasi dan pengawasan infrastruktur, software, dan
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Variabel yang
Ditanyakan

Sub-Variabel yang Ditanyakan

hardware

25 | BAID4 1. Pengawasan terhadap kapasitas dari sumberdaya TI

26 | BAIDS 1. Penetaplan rencana uji perubahan Tl sudah sesuai dengan
standar instansi

57 | BAIDE 1. Penanganan perubahan TIK yang dilakukan secara
mendadak dan pendokumentasiannya

28 | BAIDT 1. Penetapan rencana uji perubahan/transisi TIK sesuai
standar yang ada

29 | BAIOS 1. Peren::..anaan pengembangan SDM untuk solusi
operasional

30 | BAIOS9 1. Pengawasan terhadap aset pengelolaan Tl

11 | BAIMO 1. !Il._::enliﬁkasi dan pemeliharaan pengadaan barang-barang

12 | psso1 1. IrTIpIE:lmlentasi ;IJ-rc:usedur operasi Tl untuk mendukung
kinerja instansi

1. Kegiatan identifikasi, perekaman, dan pengklasifikasian

permintaan layanan dan insiden, dan penetapan prioritas

a3 | pssoz sesual dengan kekritisan bisnis dan perjanjian layanan

2. Identifikasi dan mencatat gejala insiden terkait TI,

penentuan kemungkinan penyebab, dan pengalokasian
resolusi

34 | DSS03 1. Pengelolaan permasalahan Tl sesuai dengan standar

as | pssoa 1. Peningkatan pemeliharaan dan layanan software dan

hardware pada instansi

36 | DSS05 1. Dukungan layanan Tl pada instansi

a7 | pssos 1. Prosedur un_tulF back-up data sejalan dengan layanan dan
dukungan bisnis

1. Ewvaluasi dan penyelarasan kerangka tata kelola Tl dengan
tata kelola instansi secara keseluruhan

1. Penilaian terhadap ketercapaian tujuan yang telah

39 | MEADZ direncanakan, mencakup dana yang digunakan dan
kinerja yang telah ditargetkan

1. Identifikasi peraturan yang harus dipenuhi untuk

40 | MEAD3 dimasukkan dalam kebijakan instansi, standar, prosedur
dan metodologi Tl

Aspek Output

1. Kompleksitas layanan dilihat dan informasi, interaksi,

transaksi dan integrasi

38 | MEADO

41 | Output 2. Keberadaan layanan online yang diperuntukkan untuk
warga dan pelaku usaha
1. Keberadaan pengguna layanan online yang mengunjungi
42 | Usage website pemerintah

2. Keberadaan pelaku usaha yang telah melakukan layanan

publik secara online
Sumber: Pedoman Baku Kuesionar COBIT 2018
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Berdasarkan hasil pembahasan, kesimpulan dari kegiatan penyusunan IK-TIK tahun

2025 ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil pengukuran IK-TIK berbasis kuesioner COBIT 2019 yang divalidasi oleh

kegiatan SKM pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang tahun 2025 adalah

sebesar 3,30 atau dalam kategori “Baik”. Dalam Maturity Level, nilai tersebut

dimasukkan dalam Level 3. Nilai ini mengalami hanya sedikit peningkatan namun

tidak cukup berarti dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 3,29 (Kategori Baik).

Nilai tersebut dapat dikatakan relatif stagnan. Margin peningkatan tahun 2025 dari

tahun 2024 hanya sebesar 0,01 poin.

2. Nilai IK-TIK di tahun 2025 disumbang oleh setiap aspek, baik input, proses dan

output. Aspek input dan proses terefleksikan dalam domain EDM, APO, BAI, DSS,
dan MEA.
a. EDM (Evaluate, Direct and Monitor)

1.

EDMO1

SOP sudah ada namun belum terdokumentasi secara formal. Kondisi ini
menyulitkan dalam melakukan audit internal, pertanggungjawaban, dan
pembelajaran lintas periode. Dokumentasi penting untuk menjamin
keberlanjutan proses meskipun terjadi pergantian personel atau pimpinan.
EDMO02

Saat ini belum ada dokumentasi. Tidak terdokumentasinya keputusan
strategis dan arah kebijakan dapat menimbulkan inkonsistensi arah
pengembangan TIK. Padahal, dokumentasi dalam proses pengawasan dan

pengendalian menjadi alat bukti penting dalam evaluasi kinerja TIK.

b. APO (Align, Plan and Organize)

1.

2.

APOO01

Proses berjalan sebagian, dan proses perencanaan belum sepenuhnya
matang serta masih belum selaras dengan strategi organisasi. Tanpa
perencanaan TIK yang strategis dan terdokumentasi, sulit menjamin
integrasi antara kebutuhan organisasi dan pengembangan teknologi.
APOOQ7

Kebutuhan SDM kurang, pegawai dituntut multi-talent. SDM yang terbatas
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membuat peran ganda tidak terhindarkan. Hal ini berisiko menurunkan
fokus, kualitas, dan pengawasan pada implementasi teknologi. Maka dari
itu, penataan struktur organisasi TIK perlu diperhatikan.

3. APOO08
Koordinasi ada namun tidak dilakukan secara rutin, hanya via chat/manual.
Koordinasi informal tidak cukup untuk menjamin kelangsungan dan
akuntabilitas kerja. Komunikasi harus terdokumentasi agar memudahkan
tracing, pengambilan keputusan, dan pengawasan.

4. APO12
Koordinasi dilakukan hanya saat ada masalah. Pendekatan reaktif tanpa
dokumentasi prosedural akan menyulitkan penyempurnaan sistem secara
berkelanjutan. Idealnya, pengelolaan risiko dilakukan proaktif berdasarkan
SOP dan dokumentasi yang sistematis.

c. BAI (Build, Acquire and Implement)

1. BAIO3
Prosedur sering berubah mengikuti arahan pimpinan. Ketergantungan pada
pimpinan tanpa SOP mengindikasikan lemahnya institusionalisasi proses.
Hal ini berdampak pada ketidakkonsistenan hasil dan rentan terhadap risiko
personalisasi kebijakan.

2. BAIOS
Ada perubahan saat masalah, tetapi tidak terdokumentasi. Dokumentasi
penting agar perbaikan yang dilakukan dapat menjadi referensi ke depan
dan tidak mengulang kesalahan yang sama. Tanpa dokumentasi, proses
pembelajaran organisasi menjadi terganggu.

d. DSS (Deliver, Service and Support)
1. DSS01
SOP ada tapi belum semua dijalankan. Ketersediaan SOP tanpa
implementasi menunjukkan adanya gap antara teori dan praktik, sehingga
menghambat efektivitas layanan TIK kepada OPD atau publik.
2. DSS02

Lebih memilih komunikasi manual/chat, yang menyulitkan pengarsipan dan
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pertanggungjawaban dalam pelayanan. Padahal komunikasi berbasis
sistem akan meningkatkan transparansi dan efisiensi.

3. DSS04
SOP digunakan hanya saat ada permasalahan. Padahal, SOP seharusnya
menjadi panduan kerja utama, bukan alat reaktif. Pendekatan ini
menunjukkan belum terbentuknya budaya kerja berbasis tata kelola.

e. MEA (Monitor, Evaluate and Assess)

1. MEAO1
Sudah ada laporan dasar, namun pemeriksaan masih manual.
Pengawasan manual tidak efisien dan berpotensi terlewat. Monitoring
seharusnya berbasis indikator kinerja dan sistem pelaporan yang
terstruktur.

2. MEAO3
Evaluasi ada tapi tidak rutin. Evaluasi berkala sangat penting untuk
memastikan efektivitas kebijakan dan kegiatan TIK. Evaluasi yang tidak
konsisten menyulitkan deteksi dini dari permasalahan.

3. Evaluasi kinerja tata kelola TIK pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang juga

didasarkan pada hasil penilaian terhadap kualitas pelayanan publik berbasis output
TIK, yang dievaluasi melalui pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).
Pengukuran SKM juga mendukung pengukuran IK-TIK khususnya pada aspek output
dengan menilai tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan publik berbasis output
TIK. Berdasarkan hasil pengukuran, didapatkan indeks rata-rata sebesar 3,11 dan
indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik berbasis ouput TIK sebesar 77,73.
Indeks kepuasan tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 yang
sebesar 78,19. Penurunan ini banyak dipengaruhi oleh tuntutan terhadap kualitas
website dan aplikasi yang semakin meningkat, terutama dari sisi muatan/konten yang
seharusnya mencakup informasi, interaksi, transaksi, dan integrasi.

. Akar masalah dalam meningkatkan kematangan tata kelola TIK didasarkan pada 5
(lima) kategori penyebab utama, yaitu: (i) SDM, yaitu persoalan kapabilitas dan
ketersediaan personel yang terlibat dalam pengembangan dan website/aplikasi; (ii)

metode/prosedur, berkaitan dengan persoalan proses, alur kerja, dan standar
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operasional yang digunakan dalam pengembangan dan pengelolaan website/aplikasi;
(iii) teknologi, mencakup persoalan infrastruktur,perangkat lunak, dan hardware yang
mendukung operasional website/aplikasi; (iv) informasi/konten, yang berfokus pada
persoalan kualitas, relevansi, dan penyajian data atau informasi yang ada di dalam
website/aplikasi; dan (v) kebijakan/manajemen, yang berkaitan dengan persoalan
kerangka kerja aturan, keputusan, dan arahan dari pimpinan atau pengambil kebijakan
yang memengaruhi pengembangan dan pengelolaan website/aplikasi.

. Terdapat 9 (sembilan) strategi prioritas yang perlu difokuskan pada peningkatan

kematangan TIK di tahun mendatang, yaitu:

a. Strategi memperbaiki BAIO3, dengan mentransformasi proses identifikasi dan
pembangunan solusi TIK dari yang ad hoc dan reaktif menjadi sistematis,
terstandar, dan terintegrasi dengan tata kelola TIK.

b. Strategi memperbaiki APO07, dengan mentransformasi pengelolaan SDM TIK
menjadi sistematis, berbasis kompetensi, dan selaras dengan kebutuhan strategis
TIK Pemerintah Daerah. Strategi memperbaiki KEL2, yang sama dengan APOOQ7,
yaitu mentransformasi pengelolaan SDM TIK menjadi sistematis, berbasis
kompetensi, dan selaras dengan kebutuhan strategis TIK Pemerintah Daerah.

c. Strategi memperbaiki DSS02.01, dengan memastikan bahwa SOP yang sudah
ada benar-benar dijalankan secara konsisten oleh seluruh pihak terkait, sekaligus
mengoptimalkan proses untuk efisiensi dan efektivitas.

d. Strategi memperbaiki MEAO1, dengan mentransformasi proses pengukuran dan
evaluasi kinerja TIK dari manual menjadi otomatis, terpusat, dan analitis, sehingga
memungkinkan pengambilan keputusan yang didorong oleh data dan mendorong
perbaikan berkelanjutan.

e. Strategi memperbaiki MEAO3, dengan mengubah kegiatan evaluasi yang bersifat
event-driven menjadi proses yang terstruktur, terjadwal, dan terintegrasi dengan
siklus manajemen TIK secara keseluruhan, dengan dukungan otomatisasi yang
relevan.

f. Strategi memperbaiki OUTO01, dengan bergeser dari penyediaan informasi dan
interaksi dasar ke penciptaan layanan digital yang memungkinkan transaksi end-

to-end dan didukung oleh integrasi sistem, dengan focus pada pengalaman

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang

63



pengguna dan keamanan.

g. Strategi memperbaiki KEL1, dengan mengembangkan, merekrut, dan mengelola
SDM TIK secara holistik di seluruh Perangkat Daerah, focus pada pemenuhan
kuantitas dan peningkatan kualifikasi untuk mendukung transformasi digital yang
berkelanjutan.

h. Strategi memperbaiki USA02, dengan menciptakan kerangka kerja yang kuat
untuk tata kelola konten digital, memastikan semua layanan public online
menyajikan informasi yang lengkap, akurat, mudah dipahami, dan selalu up-to-

date.

Sasaran Strategis: Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi Melalui
Kualitas Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik dengan Indikator 4 : Indeks
SPBE terkait layanan komunikasi dan Informatika, target 2.88 (terkelola) dengan

realisasi tahun 2025 yaitu Belum Rilis.

Pada Tahun 2025 hasil SPBE pada Pemerintah Kabupaten Jombang tidak dilakukan
penilaian oleh Kemenpan RB, sehingga hasil pada tahun 2025 yaitu Belum Rilis.
Namun apabila mengacu pada nilai SPBE tahun 2024 maka Indikator penilaian SPBE di
bidang layanan komunikasi dan informatika mengacu pada Keputusan Bupati Jombang
Nomor : 188.4.45/213/415.10.1.3/2022 tentang Tim Asesor Internal dan Kelompok Kerja
Penerapan Sistem Pemerntahan Berbasis Elektronik adalah rata-rata nilai tingkat
kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada 8 indikator yang
diperoleh berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SPBE yang diterbitkan oleh Kementerian
PAN-RB, yaitu:
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1 Pembangunan | Aplikasi SPBE digunakan oleh 2
Aplikasi SPBE Perangkat Daerah untuk
memberikan Layanan SPBE.
Aplikasi ini terdiri dari: (i) aplikasi
umum; dan (i) aplikasi khusus.
Pembangunan dan pengembangan
aplikasi SPBE dilaksanakan
berdasarkan siklus Pembangunan
aplikasi yang terdiri dari tahapan: (i)
perencanaan Pembangunan dan
pengembangan aplikasi; (ii) proses
perumusan analisiskebutuhan
aplikasi; (iii) proses perancangan
teknis; (iv) proses pembuatan kode
program (coding) (v); proses
pengujian aplikasi; dan (vi) proses
implementasi aplikasi.

e Aplikasi umum  merupakan
aplikasi SPBE yang sama,
standar, dan digunakan secara
bagi pakai oleh instansi pusat
dan/atau Pemerintah Daerah.
Dalam hal Perangkat Daerah
tidak menggunakan aplikasi
umum, maka dapat
menggunakan aplikasi sejenis
dengan aplikasi umum. Dalam
menggunakan aplikasi sejenis,
Pemerintah Daerah harus:
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(i) telah mengoperasikan
aplikasi sejenis sebagaimana
dimaksud sebelum aplikasi
umum ditetapkan; (i)
melakukan kajian biaya dan
manfaat; (iii)
melakukanpengembangan

aplikasi sejenis yang
disesuaikan dengan aplikasi
umum; dan (iv) mendapatkan
pertimbangan dari Perangkat
Daerah yang membidangi
komunikasi dan informatika.

e Aplikasi Khusus  Perangkat
Daerah dapat melakukan
pembangunan dan
pengembangan aplikasi khusus,
yang didasarkan pada Arsitektur
SPBE Pemerintah Daerah dan
Peta Rencana SPBE Pemerintah
Daerah. Memenuhi ketentuan

peraturan perundang- undangan.

2 Layanan Pusat | Layanan Pusat Data dalam SPBE 5
Data (Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik)  adalah komponen
infrastruktur yang menyediakan
sarana penyimpanan data dan
aplikasi secara aman  dan

terintegrasi untuk Instansi
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Pusat/Pemerintah Daerah.
Tujuannya adalah menjamin
ketersediaan data, efisiensi
penyimpanan, dan interoperabilitas
layanan  melalui Pusat Data

Nasional.

3 Layanan

Jaringan Intra

Penggunaan jaringan intra
Pemerintah Daerah bertujuan untuk
menjaga keamanan dalam
melakukan pengiriman data dan
informasi antar simpul jaringan
dalam Pemerintah Daerah. Untuk
mengoptimalkan pengelolaan
jaringan intra, Pemerintah Daerah
menetapkan: (i) SOP
penyelenggaraan jaringan intra
Pemerintah Daerah yang ditetapkan
dengan Keputusan Bupati; dan (ii)
petunjuk teknis penyelenggaraan
jaringan intra Pemerintah Daerah
yang ditetapkan oleh Sekretaris

Daerah.

4 Penggunaan
Sistem
Penghubung

Pemerintah Daerah menggunakan
sistem penghubung layanan yang
bertujuan  untuk  memudahkan
dalam melakukan integrasi antar
Layanan SPBE. Dalam hal ini,
Pemerintah  Daerah  wajib: (i)

membuat keterhubungan dan akses
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jaringan intra instansi pusat dan
Pemerintah Daerah dengan jaringan
intra pemerintah; (i) memenuhi
standar interoperabilitas  antar
layanan SPBE; dan (iii)
mendapatkan pertimbangan
kelaikan operasi dan kelayakan
keamanan dari Perangkat Daerah
yang membidangi komunikasi dan

informatika.

5 Manajemen
Keamanan

Informasi

Manajemen Keamanan Informasi
adalah serangkaian proses untuk
mencapai penerapan Keamanan
SPBE vyang efektif, efisien, dan
berkesinambungan, serta
mendukung layanan SPBE yang
berkualitas.

Manajemen Keamanan Informasi
bertujuan untuk menjamin
keberlangsungan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) dengan meminimalkan

dampak risiko keamanan informasi.

Manajemen Keamanan Informasi
tersebut dilaksanakan berdasarkan
pedoman manajemen keamanan

informasi SPBE, yakni Peraturan
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Badan Siber dan Sandi Negara
Nomor 4 tahun 2021 tentang
Pedoman Manajemen Keamanan
Informasi  Sistem  Pemerintahan
Berbasis Elektronik dan Standar
Teknis dan Prosedur Keamanan
Sistem  Pemerintahan  Berbasis
Elektronik.

6 Manajemen

Data

Manajemen data bertujuan untuk
menjamin terwujudnya data yang
akurat, mutakhir, terintegrasi, dan

dapat diakses sebagai dasar

perencanaan, pelaksanaan,
evaluasi, dan pengendalian
pembangunan. Data yang

dihasilkan produsen data harus: (i)
memenuhi standar data, yang terdiri
dari konsep, definisi, klasifikasi,
ukuran, dan satuan; (i) memiliki
metadata yang mengikuti struktur
dan format baku; dan (iii) memenuhi
kaidah interoperabilitas data, yaitu
data harus konsisten dalam bentuk,
struktur/skema/komposisi
penyajian, dan semantik/artikulasi
keterbacaan, serta data harus
disimpan dalam format terbuka yang
dapat dibaca sistem elektronik.
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7 Layanan Layanan Pengaduan yang dimaksud 4
adalah layanan pada LAPOR SP4N

Pengaduan

8 Layanan Data dan informasi mencakup 2
Data semua jenis data dan informasi
Terbuka yang dimiliki oleh  Perangkat

Daerah  dan/atau yang
diperoleh dari masyarakat, pelaku
usaha dan/atau pihak lain. Hal ini
dilakukan dengan mengutamakan
bagi pakai data dan informasi antar
Perangkat Daerah dengan
berdasarkan tujuan dan cakupan,
penyediaan akses data dan
informasi, dan pemenuhan standar

interoperabilitas data dan informasi.

Tidak dilaksanakannya penilaian pada Indeks SPBE dikarenakan terdapat
peralihan dari Indeks SPBE menjadi Indeks Pemerintahan Digital pada Tahun
2026. Berikut penjelasan sederhana mengenai tidak digunakannya lagi Indeks
SPBE pada tahun 2026 dan digantikan dengan Indeks Pemerintah Digital.
1. Perubahan Paradigma Digital Pemerintahan
Pada tahun-tahun sebelumnya, pengukuran transformasi digital pemerintah
menggunakan Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Indeks
ini menilai penerapan sistem elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan
seperti aplikasi, layanan digital, tata kelola TI, dan infrastruktur.
Namun mulai tahun 2026, pemerintah melakukan penyempurnaan konsep
tersebut menjadi Indeks Pemerintah Digital. Perubahan ini bertujuan agar
pengukuran tidak hanya menilai keberadaan sistem elektronik, tetapi juga
menilai kematangan transformasi digital pemerintahan secara menyeluruh.

2. Perbedaan Fokus Penilaian
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Perubahan dari SPBE ke Indeks Pemerintah Digital terjadi karena pendekatan
lama dianggap masih berfokus pada implementasi aplikasi atau sistem, sedangkan
konsep baru menilai aspek yang lebih luas, yaitu:

a. Integrasi layanan digital pemerintah

b. Pemanfaatan dan tata kelola data pemerintah

c. Interoperabilitas sistem antar instansi

d. Transformasi proses bisnis pemerintahan

e. Peningkatan kualitas layanan publik berbasis digital
Dengan demikian, penilaian tidak hanya melihat jumlah aplikasi, tetapi juga
seberapa terintegrasi dan bermanfaatnya sistem digital bagi masyarakat dan
pemerintah.

. Dampak bagi Pemerintah Daerah
Bagi pemerintah daerah, termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Jombang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang, perubahan ini berarti:

a. Fokus pengembangan tidak hanya pada pembuatan aplikasi baru.

b. Harus memperkuat integrasi sistem informasi antar perangkat daerah.

c. Mengembangkan layanan digital yang terintegrasi dan mudah diakses

masyarakat.

d. Memperkuat pengelolaan data dan keamanan informasi pemerintah.
Dengan tidak digunakannya lagi Indeks SPBE pada tahun 2026, pemerintah
beralih pada pengukuran yang lebih komprehensif melalui Indeks Pemerintah
Digital, yang menilai kematangan transformasi digital pemerintahan secara lebih
luas dan terintegrasi. Hal ini juga berpengaruh terhadap indeks dan target yang
ditetapkan pada RPD 2024-2026 dan RPJMD Tahun 2025-2029.

Sasaran Strategis: Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi Melalui
Kualitas Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik dengan Indikator 5 : Indeks

Pembangunan Statistik (IPS), target 2.5 (terkelola) dengan realisasi tahun 2025

yaitu 3.06 dan capaian realisasi yaitu 122.40%
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Hasil Indeks Pembangunan Statistik pada tahun 2025 tidak dilakukan penilaian oleh
Badan Pembangunan Statistik Pusat, namun tahun 2025 dilakukan penilaian oleh BPS
Provinsi Jawa Timur sebagai tujuan Kegiatan Pra Penilaian Penyelenggaraan Statistik
Sektoral 2025 adalah:

1. Kegiatan EPSS yang tidak dilaksanakan tahun 2025 maka perlu dilakukan persiapan
sebagai strategi dan mitigasi risiko pelaksanaan EPSS kedepan.

2. Untuk meningkatkan pemahaman tim penilai baik di provinsi dan kabupaten/kota
terkait dokumen-dokumen bukti dukung pada indikator-indikator di Evaluasi
Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan mempersiapkan pelaksanaan Evaluasi
Penyelenggaraan Statistik Sektoral mendatang di masing-masing wilayah
kabupaten/kota se Jawa Timur.

3. Sebagai alat untuk mengukur tingkat kematangan/maturitas indikator-indikator pada
seluruh domain dengan mengadopsi metodologi penilaian EPSS.

Oleh karena itu hasil realisasi tahun 2025 mengacu pada hasil BPS Provinsi Jawa Timur
yaitu 3,06 dengan capaian realisasi yaitu 122.40. Sedangkan pada tahun 2024 dan tahun
2026 akan mengacu pada BPS Pusat.

Adapun cakupan yang dinilai dari EPSS meliputi 5 domain, 19 aspek, dan 38 indikator.

~= DOMAIN ASPEK & INDIKATOR

Prinsip Satu ___ _

Data Indonesia

Standar Data Stabstk Metadata Statistik Kode Referensi

Relevansi Igantifikasi Akurasi Akluaiitas  Ketepatan Kelersediaan Akses Media FormatD

Kualitas Data

Data Kebutuban Datax Data Diseminasi Oata Penyebaruasan oata
T reeecansanom — | PemeriksaanData _
Statistik Perdefinisian Desain Pcnyhmn
Kebutuhan  Statistik Doians | enh

Kelembagaan Natralitas
dan e - )bnqorncn Kogahn Fornam SN Pombna ¥ 3

Data litas Data Statistic Dala Statistik Statisti Watdata

Transparansi
Informasi

Statistik

Nasional Penggunaan  Penggunaan  Sosialisasi Perencanaan
Statstic Statstk  dan Literast Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik Pembangunan Oets Big Data
Dasar Sektoral Data Statistk g
Catatan:
- Domain - Aspek Indikator
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Domain

Hasil Penilaian EPPS pedomain

Self Assessment

Domain Prinsip SDI 28% 2.75
Domain Kualitas Data 24% 3.10
Domain Proses Bisnis Statistik 19% 3.1
Domain Kelembagaan 17% 321
Domain Statistik Nasional 12% 3.44
Domain/Aspek Bobot' Nilai Indeks
Domain Prinsip SDI
Standar Data Statistik 25% 2.00
Metadata Statistik 25% 3.00
Interoperabilitas Data 25% 3.00
Kode Referensi dan/atau Data Induk 25% 3.00
Domain Kualitas Data
Relevansi 21% 3.00
Akurasi 16% 3.00
Aktualitas & Ketepatan Waktu 21% 3.50
Aksesibilitas 21% 3.00
Keterbandingan & Konsistensi 21% 3.00
Domain Proses Bisnis Statistik
Perencanaan Data 32% 3.33
Pengumpulan Data 26% 3.00
Pemeriksaan Data 21% 3.00
Penyebarluasan Data 21% 3.00
Domain Kelembagaan
Profesionalitas 35% 275
SDM yang Memadai dan Kapabel 30% 4.00
Pengorganisasian Statistik 35% 3.00
Domain Statistik Nasional
Pemanfaatan Data Statistik 34% 3.33
Pengelolaan Kegiatan Statistik 33% 4.00
Penguatan SSN Berkelanjutan 33% 3.00

Catatan: ' Bobot aspek pembentuk indeks domain
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Nilai Bobot dan Tingkat Kematangan per Indikator

Domain Indikator Bobot Tingkat
1 Kematanga
]
Prinsip Standar Data Tingkat Kematangan 100% 2.00
Satu Data  Statistik Penerapan Standar Data
Indonesia Statistik (SDS)
Metadata Tingkat Kematangan 100% 3.00
Statistik Penerapan Metadata
Statistik
Interoperabilitas ~ Tingkat Kematangan 100% 3.00
Data Penerapan
Interoperabilitas Data
Kode Referensi ~ Tingkat Kematangan 100% 3.00
dan/atau Data Penerapan Kode Referensi
Induk
-]
Kualitas Relevansi Tingkat Kematangan 60% 3.00
Data Relevansi Data terhadap
Pengguna
Tingkat Kematangan 40% 3.00
Proses Identifikasi
Kebutuhan Data
Akurasi Tingkat Kematangan Penilaian 100% 3.00
Akurasi Data
Aktualitas & Tingkat Kematangan 50% 4.00
Ketepatan Waktu Penjaminan Aktualitas
Data
Tingkat Kematangan 50% 3.00
Pemantauan Ketepatan
Waktu Diseminasi
Aksesibilitas Tingkat Kematangan 34% 3.00
Ketersediaan Data untuk
Pengguna Data
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Tingkat

Domain Indikator
Kematanga
n
Tingkat Kematangan 33% 3.00
Akses Media
Penyebarluasan Data
Tingkat Kematangan 33% 3.00
Penyediaan Format Data
Keterbandingan  Tingkat Kematangan 50% 3.00
& Konsistensi Keterbandingan Data
Tingkat Kematangan 50% 3.00

Konsistensi Statistik
Proses Perencanaan Tingkat Kematangan 33% 4.00
Bisnis Data Pendefinisian Kebutuhan
Statistik Statistik
Tingkat Kematangan Desain 33% 3.00
Statistik
Tingkat Kematangan 34% 3.00
Penyiapan Instrumen
Pengumpulan Tingkat Kematangan 100% 3.00
Data Proses Pengumpulan
Data/Akuisisi Data

Pemeriksaan Tingkat Kematangan 50% 3.00
Data Pengolahan Data

Tingkat Kematangan Analisis 50% 3.00
Data

Penyebarluasan  Tingkat Kematangan Diseminasi 100% 3.00
Data Data

Kelem- Profesionalitas Tingkat Kematangan 25% 2.00
bagaan Penjaminan Transparansi
Informasi Statistik
Tingkat Kematangan 25% 3.00
Penjaminan Netralitas dan
Objektivitas terhadap
Penggunaan Sumber Data
Metodologi
Tingkat Kematangan 25% 3.00
Penjaminan Kualitas Data
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Tingkat
Kematanga
n

Indikator

Tingkat Kematangan 25% 3.00
Penjaminan
Konfidensialitas Data

SDM yang Tingkat Kematangan 50% 4.00
Memadai dan Penerapan Kompetensi
Kapabel Sumber Daya Manusia

Bidang Statistik

Tingkat Kematangan 50% 4.00

Penerapan Kompetensi
Sumber Daya Manusia
Bidang Manajemen Data

Pengorganisasia  Tingkat Kematangan 25% 3.00
n Statistik Kolaborasi

Penyelenggaraan Kegiatan

Statistik

Tingkat Kematangan 25% 3.00

Penyelenggaraan Forum
Satu Data Indonesia

Tingkat Kematangan 25% 3.00
Kolaborasi dengan
Pembina Data Statistik

Tingkat Kematangan 25% 3.00
Penyelenggaraan

Pelaksanaan Tugas Sebagai

Walidata

Statistik Pemanfaatan Tingkat Kematangan B0, 3.00
MNasional Data Statistik Penggunaan Data Statistik
Dasar untuk Perencanaan,
Monitoring, dan Ewvaluasi,
dan/atau Penyusunan
Kebijakan
Tingkat Kematangan 33% 3.00
Penggunaan Data Statistik
Sektoral untuk Perencanaan,
Monitoring, dan Evaluasi,
dan/atau Penyusunan Kebijakan

Tingkat Kematangan Sosialisasi 33% 4.00
dan Literasi Data Statistik
Pengelolaan Tingkat Kematangan 100% 4.00

Kegiatan Statistik Pelaksanaan Rekomendasi
Kegiatan Statistik
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Tingkat
Kematanga
n

Domain Indikator

Penguatan SSN  Tingkat Kematangan 33%
Berkelanjutan Perencanaan Pembangunan
Statistik
Tingkat Kematangan 33% 3.00
Penyebarluasan Data
Tingkat Kematangan 34% 3.00

Pemanfaatan Big Data

Catatan: ' Bobot indikator pembentuk indeks aspek

1. Domain Prinsip Satu Data Indonesia

Keunggulan

1. Kelengkapan Dokumen KebijakanKedua kegiatan telah memiliki dokumen
kebijakan yang memuat penjelasan rinci mengenai penerapan berbagai aspek
penting pengelolaan statistik, antara lain: Standar Data Statistik (SDS), metadata
statistik, interoperabilitas data, dan kode referensi. Hal ini menunjukkan komitmen
awal yang baik dalam penyelenggaraan statistik sektoral yang tertib dan
terdokumentasi.

2. Ketersediaan Reviu Dokumen untuk Penilaian EPSS Kedua produsen data sudah
melampirkan bukti reviu lokus yang mendukung proses penilaian EPSS. Ini
menunjukkan upaya untuk melakukan penilaian internal terhadap proses
penyelenggaraan kegiatan statistik.

3. Perhatian pada Standarisasi dan InteroperabilitasAdanya kebijakan rinci tentang
interoperabilitas data dan kode referensi menjadi dasar yang kuat untuk
mendukung integrasi data antar sektor serta peningkatan kualitas data secara
berkesinambungan.

Kekurangan

1. Penerapan Standar Data Statistik (SDS) Belum OptimalMeskipun dokumen
kebijakan sudah tersedia, dalam praktiknya setiap indikator, variabel, dan konsep
yang digunakan belum dilengkapi standar data statistik yang sesuai. Hal ini
menjadi catatan penting karena ketiadaan standar dapat mempengaruhi

konsistensi, validitas, dan keterbandingan data antar periode maupun antar
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wilayah.

2. Belum Ada Reviu Metadata yang Berkala dan Berkelanjutan Proses evaluasi
penerapan metadata statistik oleh produsen data belum dilakukan secara rutin
oleh pembuat kebijakan. Bukti reviu yang tersedia hanya bersifat lokus dan
spesifik untuk penilaian EPSS, bukan hasil reviu periodik yang mencerminkan
pemantauan implementasi metadata dalam kegiatan sehari-hari.

3. Reviu Interoperabilitas Data Belum Diterapkan Secara Menyeluruh Sama halnya
dengan metadata, proses reviu berkala terhadap penerapan interoperabilitas data
belum dilaksanakan. Selain itu, belum disertakan bukti pendukung seperti URL
API atau screenshot kode API yang dapat menunjukkan kesiapan teknis integrasi
data secara real time atau machinereadable.

4. Reviu Penerapan Kode Referensi Belum BerkelanjutanEvaluasi penerapan kode
referensi juga hanya dilakukan pada lingkup penilaian EPSS, belum ada
mekanisme pemantauan rutin yang memastikan konsistensi dan keseragaman
kode referensi dalam seluruh proses statistik.

2. Domain Kualitas Data

Keunggulan

1. Kelengkapan Dasar Hukum dan Dokumen PedomanSeluruh tahapan dalam
kedua kegiatan telah mengacu pada Surat Keputusan Bupati Jombang
N0.188.4.45/168/415.10.1.3/2024 tentang Daftar Data Statistik dan Geospasial
Kabupaten Jombang 2024, serta dilengkapi dengan KAK, SOP kegiatan, dan
Buku Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang disusun oleh Walidata.

2. Penerapan Prinsip-Prinsip Pengelolaan DataHampir seluruh aspek pada Domain
2 telah diakomodasi, meliputi: relevansi data, identifikasi kebutuhan data, akurasi,
aktualitas, ketepatan waktu diseminasi, ketersediaan data, akses media
penyebarluasan, ragam format data, keterbandingan, dan konsistensi statistik.

3. Pelaksanaan Rapat Evaluasi pada Beberapa AspekUntuk indikator aktualitas
data, akses media penyebarluasan data, format data, keterbandingan data, dan
konsistensi statistik, telah dilakukan rapat reviu dan evaluasi serta pembahasan
tindak lanjut, yang menunjukkan adanya mekanisme pengendalian mutu pada

sebagian komponen.
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4. Keterbukaan Akses DataData yang dihasilkan telah disebarluaskan melalui

berbagai kanal, seperti website OPD, portal Sambang, media sosial, publikasi, dan
open data yang dapat diakses publik.

. Konsistensi dan Keterbandingan Datalnformasi yang dihasilkan memiliki
keterbandingan antarwaktu dan antarwilayah, serta konsistensi angka pada

berbagai publikasi, yang meningkatkan kepercayaan pengguna data.

Kekurangan Pelaksanaan Kegiatan
1. Minimnya Reviu dan Evaluasi BerkalaHampir seluruh indikator pada Domain 2

belum memiliki rapat reviu dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala dan
berkelanjutan. Sebagian evaluasi hanya dilakukan untuk kebutuhan penilaian
EPSS, bukan sebagai mekanisme rutin.

. Reviu Tindak Lanjut Belum MerataWalaupun beberapa indikator telah dilakukan
reviu dan tindak lanjut, penerapannya belum menyeluruh pada semua aspek,
khususnya relevansi data, identifikasi kebutuhan data, akurasi data, ketepatan
waktu diseminasi, dan ketersediaan data.

. Monitoring Implementasi SOP Belum OptimalMeskipun SOP telah disusun dan
terdokumentasi, belum terdapat bukti monitoring terstruktur yang menilai sejauh
mana SOP tersebut diikuti secara konsisten oleh produsen data.

. Evaluasi Aspek Kritis Masih TerbatasBeberapa aspek yang krusial seperti
relevansi data terhadap pengguna dan identifikasi kebutuhan data belum memiliki
forum khusus untuk menampung umpan balik pengguna secara rutin, sehingga

potensi penyempurnaan data belum tergali optimal.

3. Proses Bisnis Statistik
Kelebihan

1. Dokumen kebijakan dan pedoman sudah lengkapTersedia Buku Pedoman PSS,

SOP, KAK, serta Buku Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang
menjadi standar acuan bagi seluruh tahapan proses bisnis. Ini menunjukkan
adanya komitmen formal dalam pengelolaan statistik.

. Seluruh tahapan proses bisnis sudah berjalanMulai dari identifikasi kebutuhan,
desain, penyiapan instrumen, pengumpulan, pengolahan, analisis, hingga

diseminasi data telah dilaksanakan, dan ada bukti dukung berupa laporan,
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dokumentasi, serta aplikasi pengolahan data.
Evaluasi dan reviu dilakukan secara berkalaWalaupun masih bersifat umum,
namun adanya kegiatan evaluasi berkala menunjukkan proses perbaikan terus

diupayakan dan melibatkan pemangku kepentingan terkait.

Kekurangan

1.

Evaluasi belum detail per aspek/indikatorReviu yang dilakukan masih bersifat
umum, sehingga belum mampu mengidentifikasi kelemahan secara spesifik di
setiap tahapan proses bisnis.

Bukti mutu belum lengkapUiji validitas instrumen, reliabilitas, dokumentasi data
cleaning, serta standar kualitas data belum terdokumentasi secara memadai
sehingga sulit memastikan kualitas data.

Tindak lanjut hasil evaluasi belum terstruktur Mekanisme untuk menindaklanjuti
temuan evaluasi belum jelas dan monitoring kepatuhan OPD/produsen data

terhadap pedoman belum terukur dengan indikator kinerja.

4. Proses Kelembagaan

Kelebihan:

1. Proses Penjaminan Netralitas dan Obyektivitas terhadap Penggunaan Sumber

Data dan Metodologi telah dilakukan oleh seluruh produsen data dan berdasarkan
prosedur baku yaitu mengacu pada Peraturan dari Kementerian Induk

Proses Penjaminan Kualitas Data telah dilaksanakan di seluruh produsen data
dan diidentifikasi pada OPD lokus. serta sudah ada prosedur baku yang telah
ditetapkan dan berlaku untuk seluruh Produsen Data.

Proses Penjaminan Konfidensialitas Data telah dilaksanakan di seluruh produsen
data, dimana pada Laporan Akhir kegiatan statistik sektoral data yang dimuat tidak
mencantumkan informasi individu. Serta sudah ada prosedur baku yang telah
ditetapkan dan berlaku untuk seluruh Produsen Data.

Proses Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia baik di Bidang Statistik
maupun Bidang Manajemen Data telah dilakukan dengan baik dengan
dilaksanakan diklat di bidang Statistik yang dilaksanakan oleh Pusdiklat BPS dan
BKPSDM Kabupaten Jombang. Selain itu telah dilaksanakan rapat reviu dan

evaluasi secara berkala.
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. Proses Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik telah diwujudkan dalam
dokumen resmi dan ditindaklanjuti melalui kegiatan rapat dan sosialisasi.

. Penyelenggaraan Forum Satu Data selain tersedia Rencana Aksi SDI juga telah
tersedia dokumen monitoring dan evaluasi dari seluruh Rencana Aksi SDI yang
tertuang dalam Laporan Penyelenggaraan SDI.

. Proses Kolaborasi dengan Pembina Data Statistik telah dilakukan secara formal
dibuktikan dengan adanya MOU kerjasama antara Pemkab Jombang dengan BPS
Kabupaten Jombang.

. Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas sebagai Walidata telah dilaksanakan
dengan baik dimana tersedia peraturan/dokumen resmi penetapan walidata,
tersedia rincian tugas walidata, seluruh tugas/program kerja walidata sudah
dilaksanakan.

Kekurangan
Dokumen kebijakan yang memuat Proses Penjaminan Transparansi Informasi Statistik
belum memuat seluruh poin yang terdapat pada Draft Penjelasan Indikator EPSS
2024_Revl beserta implementasinya.

5. Proses Statistik Nasional
Kelebihan:

1. Penggunaan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi,
dan / atau Penyusunan Kebijakan telah dilakukan dengan menggunakan data BPS
baik dari data sensus maupun survei di beberapa kegiatan dan telah melibatkan
walidata dalam pelaksanaannya.

. Penggunaan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi,
dan / atau Penyusunan Kebijakan telah dilakukan dengan menggunakan data
statistik sektoral di beberapa kegiatan dan telah melibatkan walidata dalam
pelaksanaannya.

. Proses Sosialisasi dan Literasi Data Statistik telah dilaksanakan oleh produsen
data dengan kegiatan secara online pada website dan media sosial maupun offline
yang mengundang pihak eksternal baik OPD maupun Masyarakat luas.

. Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik telah dilakukan oleh seluruh

produsen data pada awal tahun dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat
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Rekomendasi Statistik oleh BPS dan telah dilakukan reviu serta evaluasi secara
berkala
5. Proses Perencanaan Pembangunan Statistik telah dituangkan dalam Rencana
Aksi SDI telah dilaksanakan dengan baik. Bukti monitoring dan evaluasi termuat
dalam Laporan pelaksanaan SDI tahun 2025
6. Proses Pemanfaatan Big Data telah dilaksanakan di beberapa OPD dengan
memanfaatkan citra satelit dan data dari beberapa website untuk menghasilkan
data statistik pendukung, yaitu penyusunan peta kerawanan bencana dan peta
Pra Penilaian Penyelenggaraan Statistik Sektoral Sektoral
Kekurangan:
Walidata telah melakukan penyebarluasan data melalui portal Satu Data Kabupaten
Jombang https://sambang.jombangkab.go.id/, namun belum terhubung dengan portal
SDI.

Dapat disimpulkan hasil EPPS tahun 2025 yaitu pada level Penjelasan Level 3 —
Terdefinisi yaitu Pada level ini, proses penyelenggaraan statistik sektoral dalam
organisasi sudah diselaraskan (diharmonisasi) sehingga tidak ada lagi perbedaan cara
kerja antar unit. Setelah proses tersebut diselaraskan, unit yang memiliki fungsi
manajemen menetapkan standar, pedoman, atau SOP resmi yang mengatur bagaimana
kegiatan statistik sektoral harus dilaksanakan. Standar atau pedoman tersebut kemudian
berlaku untuk seluruh unit kerja dalam organisasi, sehingga setiap unit wajib mengikuti
aturan yang sama dalam mengelola, mengumpulkan, mengolah, dan melaporkan data
statistik sektoral. Pada Pemerintah Kabupaten Jombang artinya :

1. Proses kerja sudah jelas dan terdokumentasi.

2. Sudah ada pedoman atau SOP resmi.

3. Semua unit kerja menggunakan standar yang sama.

4. Tidak ada lagi proses yang dilakukan secara berbeda-beda oleh masing-masing

unit.

Level 3 menunjukkan bahwa penyelenggaraan statistik sektoral dalam organisasi sudah

memiliki standar proses yang baku dan diterapkan secara konsisten di seluruh unit kerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang

82



Sasaran Strategis: Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi Melalui
Kualitas Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik dengan Indikator 6 : Indeks
Keamanan Informasi, target 620 (tinggi) dengan realisasi tahun 2025 yaitu 651 dan
capaian realisasi yaitu 105%.

Indeks KAMI adalah alat evaluasi untuk menganalisis tingkat kesiapan pengamanan
informasi di instansi pemerintah. Alat evaluasi ini tidak ditujukan untuk menganalisis
kelayakan atau efektivitas bentuk pengamanan yang ada, melainkan sebagai perangkat
untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan (kelengkapan dan kematangan) kerangka
kerja keamanan informasi kepada pimpinan Instansi. Proses evaluasi dilakukan melalui
sejumlah pertanyaan di beberapa area berikut:

. Kategori Sistem Elektronik yang digunakan

. Tata Kelola Keamanan Informasi

. Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi

. Kerangka Kerja Keamanan Informasi

. Pengelolaan Aset Informasi

. Teknologi dan Keamanan Informasi

. Pelindungan Data Pribadi

0o N o 0o A WDN P

. Suplemen (Tambahan pengukuran dilakukan untuk aspek Pengamanan keterlibatan
Pihak Ketiga Penyedia Layanan)

Berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan dan diproses pada Indeks KAMI versi 5.0
dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang data pengukuran didapatkan
hasil pengukuran sebagai berikut :
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Indeks KAMI (Keamanan Informasi) Versi 5.0
Responden: Skor Kategori SE - 20 Kategori SE
Dinas Komunikasi dan Infarmatika Pemerintah
Kabupaten Jombang Hasil Evaluasi Akhir: -
vt Cukup Baik
Tingkat Kelengkapan Penerapan E .651
JI. Wachid Hasyim 137 Jombang - 61411 Standar 13027001 sesuai
Tata Kelola : 113 T. Kematangan: i+
Pengelolaan Risiko : 57 T. Kematangan: Wl Il
Kerangka Kerja Keamanan Informasi  : 142 T. Kematangan: I+ sid
0321-861292 Pengelolaan Aset : 160 T. Kematangan: [l 1+
diskominfo@jombangkab.go.id Teknologi dan Keamanan Informasi : 131 T. Kematangan: [l
44507 Pelindungan Data Pribadi : 48 T. Kematangan: [l
Pengamanan Keterlibatan P.Ketiga 91 %

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang memiliki ketergantungan yang
tinggi terhadap sistem elektronik. Ketergantungan tersebut ditunjukkan pada hasil
perhitungan Indeks KAMI dengan skor kategori sistem elektronik sebesar 20 yang
termasuk dalam kategori tinggi. Berdasarkan hasil evaluasi akhir yang diperoleh, tingkat
penerapan keamanan informasi berada pada kategori cukup baik dengan skor 651. Hasil
ini menggambarkan bahwa kondisi keamanan informasi di Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Jombang sudah memenuhi sebagian besar elemen penting
keamanan informasi sesuai dengan standar ISO/IEC 27001, meskipun masih terdapat
beberapa area yang perlu ditingkatkan. Apabila dilihat pada grafik hasil penilaian, kondisi
keamanan informasi Diskominfo Kabupaten Jombang berada pada level warna kuning
menuju hijau, yang menandakan posisi keamanan informasi berada pada tingkat cukup
baik namun masih memerlukan penguatan di aspek tertentu.

Persentase Tingkat Keamanan Informasi

Keterangan Responden Skor Maksimal Persentase
Tata Kelola 113 126 B89%
Pengelolaan 57 T2 T9%
Risiko

Kerangka Kerja 142 192 T3%
Pengelolaan 160 258 62%
Aset

Teknologi 131 186 T0%
PDP 48 84 57%
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Berdasarkan hasil analisis Indeks KAMI yang dilakukan pada Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Jombang dapat disimpulkan bahwa,;
1. Tingkat kelengkapan dan kematangan keamanan informasi pada Dinas Komunikasi
dan Informatika dalam kategori Cukup Baik.
2. Terdapat peningkatan Skor Indeks KAMI Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Jombang pada tahun 2024 dari 612, pada tahun 2025 menjadi 650.
3. Perlu adanya peningkatan terutama di area penilaian perlindungan data pribadi,
pengelolaan risiko dan pengelolaan aset keamanan informasi Dinas Komunikasi

dan Informatika Kabupaten Jombang.

Sasaran Strategis: Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi Melalui
Kualitas Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik dengan Indikator 7 : Nilai
Evaluasi AKIP PD target 80.10 dengan realisasi 76.05 dan capaian realisasi
94.94%

Berdasarkan surat dari Sekretaris Daerah tanggal 1 Agustus 2025, Nomor

000.8.6.3/5682/415.10/2025, Hal : Laporan Hasil Evaluasi AKIP PD Tahun 2025 Pada
tahun 2025, hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika
menunjukkan nilai sebesar 76.05 dengan predikat BB. Hal tersebut menunjukkan bahwa
implementasi akuntabilitas kinerja "Sangat Baik", yaitu Terdapat gambaran bahwa AKIP
sangat baik pada sebagian besar unit kerja. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai
dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja,
memiliki sistem manajemen kinerja yang andal serta pengelolaan kinerja secara

berkelanjutan telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
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Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:
WET
2024 2025

Komponen Yang Dinilai Bobot

Perencanaan Kinerja
2 Pengukuran Kinerja 30.00 24.00 23.10
3 | Pelaporan Kinerja 15.00 11.19 11.10
4 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 25.00 18.56 18.75
Nilai Hasil Evaluasi 79.19 76.05
Predikat Akuntabilitas Kinerja BB BB

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Komunikasi
dan Informatika tahun 2025 sebagai berikut:
1. Perencanaan Kinerja

Dinas Komunikasi dan Informatika telah menyusun rencana strategis (Renstra)

Perangkat Daerah dan Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Perangkat Daerah Tahun

2025. Selain itu, Dinas Komunikasi dan Informatika juga sudah menyusun cascading

dan pohon kinerja Perangkat Daerah. Namun demikian, masih terdapat hal yang

perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja, diantaranya sebagai berikut:

a) Dalam dokumen pokin belum didapati informasi terkait hubungan kinerja atau
crosscutting kinerja lintas Perangkat Daerah yang sudah disusun dengan berfokus
pada identifikasi setiap keterlibatan Perangkat Daerah yang ada untuk mengawal
kinerja lintas sektoral, baik yang bersifat makro maupun yang menjadi isu
strategis;

b) Telah dilakukan analisis sebagai dasar penetapan target kinerja namun tindak
lanjut hasil kinerja tahun sebelumnya belum tergambar dalam analisis/dasar
penetapan target dalam KKPT;

c) Telah dilakukan dialog kinerja dan evaluasi kinerja secara berkala namun tidak
semua pegawai mampu memahami dan peduli karena dalam hasil survey
lapangan sebagian pegawai tidak mampu menjelaskan hasil dari pembahasan

forum perencanaan kinerja maupun pembahasan evaluasi kinerja.
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Pengukuran Kinerja

Dinas Komunikasi dan Informatika telah menyusun dokumen Penetapan IKU/IKI dan

rencana aksi yang digunakan sebagai dasar untuk monitoring dan evaluasi progres

kinerja. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam
pengukuran kinerja, di antaranya sebagai berikut:

1) Pengukuran kinerja belum mempengaruhi dalam penyesuaian strategi/aksi hal ini
terlihat dari hasil monev renaksi renaksi tribulan 1V seluruh aksi pada dokumen
monev renaksi Kepala Perangkat Daerah maupun bawahan telah tercapai 100 %,
namun pada dokumen pengukuran kinerja Tribulan IV terdapat indikator yang tidak
tercapai yaitu nilai AKIP, hal ini menunjukan bahwa terdapat aksi dari bawahan
yang tidak mendukung aksi atasan atau aksi bawahan tidak menjadi penyebab
tercapainya kinerja atasan;

2) Pada dokumen Kurja Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika belum disajikan
terkait dengan anggaran untuk indikator Nilai Evaluasi AKIP, sehingga tidak
diketahui efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja;

3) Dari hasil survei lapangan didapati bahwa sebagian pegawai menganggap bahwa
hasil pengukuran kinerja tidak berpengaruh dalam melakukan penyesuaian
rencana aksi

3. Pelaporan Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja
mulai dari level perangkat daerah hingga individu pegawai. Namun demikian, masih
terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja, di antaranya sebagai
berikut:
1) Belum mengupload LKJIP pada website resmi kominfo.jombangkab.go.id;

2) Penulisan sub bab pada LKJIP belum sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang
Nomor 37 Tahun 2025 Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 47
Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja;

3) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja
dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya namun belum dijelaskan dengan

analisis mendalam sehingga tidak diketahui apa factor yang mempengaruhi
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kenaikan/penurunan dari tahun-tahun sebelumnya;

4) Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber
daya dalam mencapai kinerja, hanya menarasikan isi dari table efisiensi;

5) Dari hasil survey lapangan didapati bahwa pegawai telah membaca LKJIP namun
belum terlihat adanya keterlibatan aktif dalam memberikan masukan terhadap
kualitas LKJiP

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dinas Komunikasi dan Informatika telah melakukan evaluasi internal atas

implementasi SAKIP Perangkat Daerah yang mengacu pada Peraturan Bupati

Jombang Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang

Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang. Namun

demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam Evaluasi Akuntabilitas

Kinerja Internal, yaitu Tindak lanjut hasil evaluasi tahun 2024 belum sepenuhnya

efektif meningkatkan Implementasi SAKIP tahun 2025dengan adanya penurunan

pada 3 komponen, dan juga kinerja Perangkat Daerah dimana 1 indikator sasaran

mengalami penurunan.

Dari hasil evaluasi AKIP yang telah diuraikan diatas, seluruh rekomendasi telah
dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Maka untuk meningkatkan nilai
evaluasi AKIP sesuai target maka Langkah perbaikan yang akan dilaksanakan pada
tahun 2026 sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Perencanaan Kinerja
Melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja seperti Renstra, Perjanjian
Kinerja, dan Rencana Kerja agar lebih selaras dengan tujuan strategis organisasi serta
memastikan indikator kinerja yang digunakan bersifat terukur, relevan, dan
berorientasi pada hasil.

2. Penguatan Cascading Kinerja
Melakukan penyelarasan (cascading) sasaran strategis dari tingkat perangkat daerah

hingga ke unit kerja dan individu agar seluruh pegawai memiliki kontribusi yang jelas
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terhadap pencapaian kinerja organisasi.

. Peningkatan Kualitas Pengukuran Kinerja
Mengoptimalkan sistem pengukuran kinerja melalui pemanfaatan data yang akurat
dan valid, serta memastikan proses monitoring dan evaluasi kinerja dilakukan secara
berkala.

. Peningkatan Kualitas Pelaporan Kinerja
Menyempurnakan penyusunan laporan kinerja agar lebih informatif, analitis, dan
mampu menggambarkan keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan program,
penggunaan anggaran, serta hasil kinerja yang dicapai.

5. Penguatan Monitoring dan Evaluasi Internal
Melaksanakan evaluasi internal secara berkala terhadap capaian kinerja program dan
kegiatan, sehingga dapat segera dilakukan langkah korektif apabila terdapat deviasi
antara target dan realisasi.

. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola AKIP

Meningkatkan kompetensi aparatur yang terlibat dalam pengelolaan AKIP melalui

pelatihan, bimbingan teknis, maupun pendampingan terkait perencanaan,
pengukuran, dan pelaporan kinerja.
Rencana Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP diuraikan sebagai berikut :
Mo Rekomendasi Rencana Aksi Tindak Lanjut ‘Waktu Pelaksanaan Penanggung Jawab
TWHL | TWIV | TWI | TWI TWIIL | TWIV
2025 2025 2026 | 2026 2026 2026
1 Agar  dokumen Pohon  Kinerja | Menyusun dokumen Pohon Kinerja dengan W W Sekretaris, Kepala Bidang
disusun secara lebih komprehensif | mengidentifikasi hubungan antar perangkat Humas dan Komunikasi
dengan daerah, yang menggambarkan crosscutting Publik, Kepala Bidang
memuat  penjabaran  hubungan | performance terhadap pencapaian sasaran Aplikasi Informatika dan
kinerja lintas Perangkat Daerzh | makro dan isu strategis dzerah plt. Bidang Statistilk dan
(erosscutting Persandian
performance),  terutama  pada
sasaran yang bersifat makro dan
isurisu strategis
daerah
Pemetaan  Lintas  Perangkat  Daerah W Sekretaris, Kepala Bidang
[Crosscutting) dengan mengidentitikasi PD Humas dan Komunikasi
yang terlibat Publik, Kepala Bidang
Aplikasi Informatika dan
plt. Bidang Statistik dan
Persandian
Penjelasan Dokumen Pohon Kinerja yang W W Sekretaris, Kepala Bidang
memuat penjabaran pohon kinerja lintas Humas dan Komunikasi
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Rekomendasi Rencana Aksi Tindak Lanjut ‘Waktu Pelaksanaan Penanggung Jawab
Twi | Twiv | Twl [ Twa | Twin | Twiv
2025 2025 2026 2026 2026 2026
Peranghkat Daerah (erosscutting performance] | Publik, Kepala Bidang
dijabarkan kedalam penyusunan Renstra Aplikasi Informatika dan
2025-2030 dan Renja meliputi (Mengapa plt. Bidang Statistiik dan
sasaran tersebut penting, PD mana saja yang Persandian
terlibat, Bagaimana sinergi antar PD dibangun
dan Tantangan dan peluang dalam hubungan
kinerja lintas PD)
Agar penyusunan target kinerja | Melaksanakan Evaluasi Menyeluruh terhadap W Sekretaris, Kepala Bidang
dalam  KKPT  (Kertas  Kerja | Kinerja Tahun Sebelumnya Humas dan Komunikasi
Perencanaan Tahunan) tidak hanya Publik, Kepala Bidang
berdasarkan analisis kondisi saat ini, Aplikasi Informatika dan
mamun  jugamempertimbangkan plt. Bidang Statistilk dan
tindak lanjut dan pembelajaran dari Persandian
capaian sertaketidaktercapaian
target kinerja tahun sebelumnya
Menyusun Rencana Tindak Lanjut KKPT W Sekretaris, Kepala Bidang
Berdasarkan Evaluasi Tahun Sebelurmnya Humas dan  Komunikasi
dalam LEJP Publik, Kepala Bidang
Aplikasi Informatika dan
plt. Bidang Statistiik dan
Persandian
Pemyusunan Target Kinerja dalam  KKPT v | Sekretaris, Kepala Bidang

Rekomendasi

dengan  Kolsborasi  Antar  Bidang  dan
melibatkan seluruh ASH Dinas Kominfo

Humas dan Komunikasi
Publik, Kepala Bidang

Aplikasi Informatika dan

Rencana Aksi Tindak Lanjut

™I TWIV
2025 | 2025

Waktu Pelaksanaan

TWI  TWH TWI | TWIV
2026 | 2026 2026 | 2026

Penanggung Jawab

plt. Bidang Statistiik dan
Persandian

Penguatan Sistem Pernantauan dan Evaluasi W W W v Sekretaris, Kepala Bidang
Berkala melalui Rapat Evaluasi KKPT setiap Humas dan  Komunikasi
tribulan Fublik, Kepala Bidang
Aplikasi Informatika dan
plt. Bidang Stabistiik dan
Persandian
Melibatkan seluruh pegawai secara | Penyusunan Mekanisme Partisipasi Pegawai W W W v Sekretaris, Kepala Bidang
aktif dalam proses perencanaan | melalui zlur kinerja mulai dari Perencanaan Humas dan  Komunikasi
danevaluasi, tidak hanya pada saat | dan Evaluasi Publik, Kepala Bidang
forum, tetapi juga dalam proses Aplikasi Informatika dan
tindak  lanjut  danpenyusunan plt. Bidang Statistiik dan
rencana aksi individu/unit Persandian
Melibatkan selurub ASN dinas keminfo dalam W W v | v Sekretaris, Kepala Bidang
Penyusunan Rencana Aksi dan Dialog Kinerja Humas dan  Komunikasi
Publik, Kepala Bidang
Aplikasi Informatika dan
plt. Bidang Statistiik dan
Persandian
Pelatthan  dan  Pengembangan  untuk W Sekretaris, Kepala Bidang
Meningkatkan  Partisipasi  Penyusunan Humas dan Komunikasi
Rencana  Aksi  dengan  menghadirkan Publik, Kepala Bidang
narasumber yang kompeten Aplikasi Informatika dan

plt. Bidang Statistiik dan
Persandian
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Rekomendasi

Rencana Aksi Tindak Lanjut

‘Waktu Pelaksanaan

Penanggung Jawab

Twn | Twiw | Twr [ Twn| Twm | Twiv
2025 2025 026 | 2026 2026 2026
Kepala Perangkat Daerah perlu | Penyelarasan Rencana Aksi. Kepala Dinas W W Sekretaris, Kepala Bidang
memastikan bahwa rencana aksi | Kominfo mengadakan rapat  koordinasi Humas dan  Komunikasi
unit kerja di | dengan sekretaris, kepala bidang dan seluruh Publik, Kepala Bidang
bawahnya telah di-cascading secara | pegawai untuk memastikan bahwa rencana Aplikasi Informatika dan
tepat dan berkontribusi langsung | aksi telah dicascading secara tepat dan plt. Bidang Statistilk dan
terhadap berkentribusi langsung terhadap pencapaian Persandian
pencapaian indikator kinerja Kepala | indikator kinerja
Perangkat Daerah, melalui
penyelarasan,
pemantauan, dan evaluasi secara
berkala;
Pemantauan Berkala dengan rapat tribulan W W W W W v Sekretaris, Kepala Bidang
untuk memantau progres pencapaian Humas dan Komunikasi
rencana  aksi dan  hasil kinerja dengan Fublik, Kepala Bidang
melibatkan seluruh pegawai Dinas Kominfo Aplikasi Informatika dan
plt. Bidang Statistiik dan
Persandian
Evaluasi Kinerja dan Tindak Lanjut dengan W W W W W v Sekretaris, Kepala Bidang
Menyusun  laporan  evaluasi kinerja dan Hurmas dan  Komunikasi
tindak lanjut berdasarkan  hasil evaluasi Publik, Kepala Bidang
tersebut dengan melibatkan seluruh pegawai Aplikasi Informatika dan
plt. Bidang Statistilk dan
Persandian
Agar menyajikan anggaran dan | Menyusun Kurja Kepala Dinas Kominfo W Vi W W W W Sekretaris, Kepala Bidang
realisasi  anggaram  untuk  Milai | dengan menyajikan anggaran dan realisasi Humas dan  Komunikasi
Evaluasi AKIP FD | anggaran untuk Nilai Evaluasi AKIF PD untuk Fublik, Kepala Bidang
pada Kurja Kepala Perangkat | dapat diketahui ada tidaknya Aplikasi Informatika dan
Rekomendasi Rencana Aksi Tindak Lanjut Waktu Pelaksanaan Penanggung Jawab
Twn | Twiv [ Twi [Twn | Twm [ Twiv
2025 2025 2026 2028 2026 2026
Daerah, sehingga dapat diketahui | efisiensi jika dibandingkan dengan capaian plt. Bidang Statistiik dan
ada tidaknya | kinerja Persandian
efisiensi jika dibandingkan dengan
capaian kinerja
Mensosialisasikan  kembali  siklus | Sosialisasi Siklus Manajemen Kinerja meliputi W W Sekretaris, Kepala Bidang
manajemen kinerja secara | perencanaan, pelaksanaan,  pengukuran, Humas dan Komunikasi
menyelurub evaluasi, dan tindak lanjut Publik, Kepala Bidang
khususnya  memastikan  hasil Aplikasi Informatika dan
pengukuran kinerja dibahas secara plt. Bidang Statistiik dan
terbuka dan Persandian
dijadikan  bshan  pertimbangan
dalam  forum  evaluasi  dan
perencanasn
berikutnya, termasuk melibatkan
pegawai dalam proses identifikasi
tindak lanjut
Rapat Evazluasi  Internal Tribulan  yang W Ay W W W W Sekretaris, Kepala Bidang
bertujuan  untuk  memastikan  hasil Humas dan Komunikasi
pengukuran kinerjz dan dijadikan bahan Publik, Kepala Bidang
pertimbangan serta evaluasi  perencanaan Aplikasi Informatika dan
berikutnya dengan  melibatkan  seluruhb plt. Bidang Statistiik dan
pegawai Perzandian
Hasil Evaluasi Internal Tribulan ditindaklanjuti W A W W W v Sekretaris, Kepala Bidang

oleh selurub pegawai. Hasil Tersebut menjadi
bahan pertimbangan perencanaan kinerja
pegawai tribulan berikutnya

Humas dan Komunikasi
Publik, Kepala Bidang
Aplikasi Informatika dan
plt. Bidang Statistiik dan
Persandian
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bl 2025, Buktl Duling Polaporan Tindak Publik, Kepala Bidang
Largut skan dilampirkan pada rencama aksi Aphkasi Inforeatika dan
Tirad sl Lanjur of Tribadaa 1 Tahun 2025 @t. Bidang Statiswik dan
Persandian
LESP Taihwin IS il s L) Sehretaris, Kiepala Bidang
dikorninfio jombanghkab go. b pada bribulkan | Humas dan Homonbasi
Tahin I03& Publk, Kepala Eidang
Aphkasi Informeatika dan
@t. Bidang Statiswik dan
Persandian
Agar melabskan perbaikan pada | LKAP  Tahun 2024 telah  dissun  dan W Sohretaris, Kepals Bidang
laporan WP sesuai dengan | difindaklanjull seesal shtommatiia Peraturan Humas dan Homunikasi
Hstematina padaPeraburan Bupati | Bupall Jombang Womor 37 Tabens 2035 Publik, Kepala Eidang
Jombang Momar 37 Taben 2005 | Perubahan Atis PerabsanBupati ombang Aplkasi Informatls dan
Perubahan Atas PeraturanBupati | Homor 47 Taban 23033 Tentang Poedoman pt. Bidang Stathrik dan
Jombang Somor 47 Tahun 2022 | PoveslengiaraanSebem Akbuntabilitas Sneda Parsandian
Tentang Pedoman | Inetans Pemeriniah Doain Evaluasi
Py ben g e ma n Sigle m AluntabiltasKinerfa wesual dengan Tindak
Abuntabiitas Kt ja Iredtangi | Lanjut Evaluad SAKIF 024 pada tangdal 13
P intah Duait Evaluasi | bhani 2025, Bubkm duliing LEIP Tabosy 2004
SAbuntabditadineria dilarmp i pada Rencana Absi Tiedak Lanjui
Tribsadan 111 Tadwisn 2025
Posvpusinan LEAP Tahumn 2035 Gisubu sepsai W Sokretaris, Kepala Bidang
Rk ndi Rencana Aks Tindak Lasjat \Wakba Pelaksanaan Penanigung lamab
™mE TW I TWI | TWH| TWil @ TWKN
3015 0I5 D036 | 2004 I0RE I0RE
ding am Peraturan Bupat kombang Romar 37 Humas dan  Komunibasi
Tahiin 2035 Ponsbahan  &les  Poraturan Publik, Kopala EBidang
Bupati Jombang Momor 47 Tahwm 2032 Aphkasi Informeatie San
Tentang [Padoman Fenpehnggaraan o, Bidang Stathtik dan
Sstein Abuntabiditas  Kiredla  esbansi Perndian
Pomerintah  Dan  Evalk Al nitabilitas
Kimeztja pada Tribadan | Taham 2036
Agar  melenghapd | perbandingan | LKAP Tahun 2024 telah diengkapi W Sehnetaris, Kepals Bidang
mealizasi kinefja dengan realisasi | porbandingan  redEasl Wineda  dengan Humas dan Komunlasi

Rinaria tahunetabos seboumrga |2
taten sebelum rya yaitu tahun 2022
adan 2023) d

realisaci hinerja tabuneiabun sebebamnya |2
ahun sebelumings yetd tabon 2032 dan
2023| deng di

sehingga s

Taktor wang

i dari tabun-tabin schelumoya di
Bokismien Laporam Kimstrja

dietab apa faktor

g
dari

Eahune Gt di
Lagsoran Hinerja sesual dengan Tindak Lanjut
Evaluasi CAKIP 3024 pada tanggal 23 Juni
J035, WP Tabun 2004 dlampitan pada
Laporan dan Buktl Dulung Rencana Sksi
Tirdakt Lanjut Triulan 18 Tahun 2025

Publk, HKopala EBidag
Aplkasi Informatis dan
o, Bidang Stathmik dan
Persandian

LEAP  Tahun 2025  dieson | dengan
porbandingan  redtasi Kneda dengan
realisasl kingtja ahuneiahon sebebamnya |2
Eahiun sebelurmnga pabd tabon 3022 dan
v dengan
analsis mendadam sehingga diketahui apa

Sehnetarss, Kepals Bidang
Humes dan Komunikasi
Publle, Koepala Eidang
Aplkasi Inormatila dan
ot Bidang Statistik dan
Persandian
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Fakior wang s ngan hi
kenaikandpenunanan  dari  tahun-tahun
sebelurmmya i Doleunen Lagoran Kinerja
10 | Agar merambahian  penjedasan | LKAP  Tahum 2034 Colab citambahkan | ¥ Solretars, Kepals Bidang
atau arales bagaimana efisiensi | perjolosan abau analia efsknsi sumber Humas dan Homundasi
samber davamampu mendekung | devamamgd  mendubung  capalan Kineda Publk, Hepala EBidang
capaian Kinerja dam dibsangkan | seesi dongan Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP ApElasi Inoreatia dan
ada dokumen LKIP 2024 pada tasggal 23 Auni 2025 LKEP Tabun dit. Bidang Statictid dan
2024 ilamgirkan pada Laporan dan Bukgi Persandian
Dudeung Rencana Aksi Tindak Lanjet Tribulan
1l Tabwn 3025
LKAP Tahun 2025 ditambahkan penjelcan v Schretars, Kepala Bidang
aitans anailisa hagaimana etiien sumber daya Humas dan Komunikasi
mampu rmendulung Capaian Kineja Pullib, Hepala  Eidang
Apkkasi Inoreatic dan
plt. Bidang Statisik dan
Persandian
11 | Perls dilakukan peng peran ireernal i penting v Schretars, Kepala Bidang
serta pegewal  dalam  proses | LKAP dalam perencanaan dan cvaluas Kinera Humas dan  Komundkasi
enVUSUNEN LKSP | pemerintah  dacrah  bagi  ASH  Dinas Publk, Kepala Eidang
melalui melansme  peeg | Komesikasi den Inforeatiia o Aplkasi Inforeatiia dan
inndang partisipasi Akt sepertl | narssusmbier yang kompeben dibidan gy lt. Bidang Stathsik dan
foum dishusi Persandian
Mo Rebomendasi Rencana Alksi Tindak Langat Wakbs Pelaksanaan Penanggung lamab
TWE | TWIN | TWI | TWHE| TwWil | TWI
005 | 05 | DOOS | 300 | 30B& | 2036

inbernal, weorkshop evaluasi kirerja,
atau permbaiam ruang umpan balk
wECaAra

Tormal Selain b pertng wnbsk
membangun budava  kera
molaboratil agar

seturuh pegasval merasa memiliai
targpng jawah bersama dalam
eeninghatian

liial itak dobiimis LKAP

T "

Tim P LEIF wang
molibathan semea pegasal dan  seharuh

bidang  pada  Dinas  Homuniesl  dan
Infarmatika. Tim Penyusunan  LENP
mompunyal  Tugas  masing-macing  yang

bertujuan  unbuk MR dan
mengeval uas P secara kolabarati!

Humas dan
Publik, HKepala

Parsandian

Pebzlabsanakan cealuad socara meyehor uh
terhadag sehoruh proses penyusunan, dari
segi parthipad pegewal maupun kualitas
dokurmen yang dihas]an.

Schretars, Kepala Bidang
HKemiunilasi
Eidang
Aplkas Iinformatka dan
pt. Bidang Statiswik dan

Schretarts, Kegala Bidang
Humas dan  Homuniasi
Fubl, Hepala Eidang
Aplkasi Informatia dan
pit. Bidang Statistik dan
Fersandian
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Pcma stiban
meningkatkan  kualitas  rencana
Tinedak Lanjut
ahenigan berbebih dahib foenoe it
alan mmeeniganal s Hasd Evaluasi ini
Shirgga

Tindak Lanjut benar-bemar mampu
rrezningkatkan kuaktas
i oo SAHIP
Perangkat Daerah  dan  kieerja
Peranghat Daerah

podaksanaan  dan |

Rencana Ak Tindak Lasjut Wakihs Pelikianaan
Tmwm | Twiw | Twi [Twa | Twm
2005 2035 005 | D26 | 2026
Analish Hacil Evabuasi dengan Peryuanan | W [
Rencana Tindak Lanjut Berdasarkan Hasil
Evaluii
| Micninghatian Woordinasi dan Kolaborasi| W | W [ [ W
Antar Bidang Pl alui Evaluai Rapat Tribulan
Riencana &bsi Tindak Lasgat \Wakiba Pilakianaan
[Twm [ Twie | Twi [Twa | Twem
2035 2035 2005 | 2026 | 2026
| Monitoring  ribclan dilaksanakan unbsk | W | W W W W

mosastikan babea tedalh lEnjut  seweai
diengan jadeal dam tarpet kinefja dapat
tereagai

i

| Selretars, Kepala Bidang |

Mumes dan Homunikasi
Publk, Kopala Eidang
aplkasi Informatika dan
@t Bidang Statierik dan
Perzandian

| Selnetars, Kepala Bidang |

Humas dan Homunikasi
Publk, Kopala  Eidang
Aplkasi Informatia dan
@it. Bidang Stathtik dan
Persandian

| Sehretars, Kepala Bidang |

Humas dan Komuonidasi
Publk, Hepala Edang
Aphkasi Inforeatks dan
gli. Bidang Statheik dan
Perzandian

Selanjutnya realisasi dan capaian Program berdasarkan RPD

diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tahun 2024-2026

1 | Program 1 | Persentase rata-rata 100% 100% 100%
Penunjang capaian kinerja
Urusan aparatur
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota
2 | Program 2 | Persentase 10% 10% 100%
Pengelolaan Perangkat Daerah
Informasi dan yang telah memiliki
Komunikasi layanan informasi
Publik
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NO Program No. Indikator Target Realisasi Cna?(zl)a
3 | Program 3 | Persentase 100% 100% 100%
Pengelolaan penyelenggaraan
Aplikasi layanan
Informatika pemerintahan dan
layanan publik
berbasis elektronik
4 | Program 4 | Persentase data 100% 100% 100%
Penyelenggaraa Sektoral yang
n Statistik dipublikasikan
Sektoral
5 | Program 5 | Persentase  Sistem 55% 55% 100%
Penyelenggaraa aplikasi strategis yang
n Persandian berfungsi dengan baik
Untuk
Pengamanan
Informasi
Rata-Rata Capaian 100%

Rata-Rata Capaian Program pada Renstra 2024-2026 pada tahun 2025 yaitu 100%

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Indikator
Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur, Target : 100%, realisasi 100%

capaian 100%

Penetapan Target 100% berdasarkan rata-rata capaian kinerja aparatur meliputi
pemenuhan kinerja pegawai didasarkan pada perencanaan, penganggaran, evaluasi

kinerja, pemeliharaan sarpras aset daerah sesuai dengan target kinerja pegawai

Formulasi Perhitungan :

Total Nilai Capaian Kinerja Seluruh Aparatur x 100%

Jumlah Aparatur
3500 (35 orang x capaian 100%)
X 100% = 100%

35 orang

Capaian Kinerja Pada tahun 2025 seluruh pegawai Dinas Kominfo adalah 100%
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